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ABSTRACT 
 
The Indonesian, as a big nation has a main character that concernedtothe 
varieties and diversities of Indonesian‟s local culture, that called by “kebhinnekaan”. 
That varieties are proved by the existenceof religions and beliefs that be avowed in 
Indonesia. 
The local beliefs of the Indonesian traditional peoplethat had still existed, had 
beengetting the syncretism process besides the religions in Indonesia, like Sunda 
Wiwitan lived on Sundanese in Kanekes (Banten)as Madrais ideology; Cigugur beliefs 
in Kuningan, West Java; Batak beliefs lived on Bataknese, Samin beliefs, Baduy 
beliefs, and etc. 
Local culture is more understanding as an effort by using their mind (cognity) 
to react and act for something, object, or any event that is happening in a certain place. 
For example, one of the local culture that can be found in the traditional behavior of 
Samin people (Sedulur Sikep) in Central Java (Blora, Pati, and Kudus District) that 
issuing about marriage rules. They have their own rules about marriage which is really 
contradicting with the rules on UU No 1 Tahun 1974 about Marriage. It also 
contradicted with the norm of moral, religion, and many more. 
As an effort to handle this case, Constitutional Court make a breakthrough by 
determining the new rules of the verdict No 97/PUU-XIV/2016 about “Penghayat 
Kepercayaan”. The traditional people with a certain beliefs can do the marriage in the 
same rules of people with a certain region in Indonesia, as long as the name of the 
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beliefs is being noted to the government list of traditional beliefs that being avowed in 
Indonesia. When these rules can be done effectively, the Samin people can do the 
marriage as their own beliefs and have to reportit to the government. 
This research has two aims, First, to know about the marriage traditions of 
Samin people before the new rules of Constitutional Court No.97/PUU-XIV/2016 is 
being released, and Second, to know and analyze the effectiveness of the new rules of 
Constitutional Court No.97/PUU-XIV/2016 about the traditional beliefs to the Samin 
marriage after it was released. 
Based on the result of the research, before the ratification and enactment of the 
Constitutional Court Decision No.97/PUU-XIV/2016, the implementation of the 
marriage of the Samin indigenous people is generally carried out in accordance with 
the Samin tradition itself, with the stages of nyumuk, ngendek, nyuwito, diseksekno, 
and tingkep. Without being based on religious provisions and beliefs that are legally 
recognized, and also not recorded in the authorized Government office. The 
implementation of MK Decision No.97/PUU-XIV/2016 has not been implemented 
effectively, due to the lack of awareness and understanding of the Samin community 
on the importance of legal certainty for the life of the nation and state. 
 
Keywords: Marriage, Indigenous Peoples Samin (sedulur sikep) Decision MK NO 
97/PUU-XIV/2016  
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RINGKASAN 
 
Bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang besar memiliki sebuah karakteristik 
yang menonjol, yakni terletak pada keberagaman dan kebhinnekaannya. Atas 
keberagaman dan kebhinnekaan tersebut mengakibatkan keanekaragaman budaya, 
agama, dan kepercayaan yang dianut.  
       Kepercayaan atau sistem keagamaan politeistik masyarakat prasejarah Nusantara 
yang masih bertahan mengalami proses sinkretik dengan agama-agama sejarah seperti 
Sunda Wiwitan yang dipeluk oleh masyarakat Sunda di Kanekes (Banten), Sunda 
Wiwitan Aliran Madrais, Agama Cigugur di Kuningan Jawa Barat, Agama Asli Batak, 
Masyarakat Adat Samin, Baduy dan lain-lain. 
Kearifan lokal dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal 
budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, obyek atau peristiwa 
yang terjadi dalam ruang tertentu. Sebagai contoh, salah satu kearifan lokal yang telah 
hidup dalam masyarakat adat adalah kearifan lokal sebagaimana diakui dalam 
komunitas masyarakat Adat Samin (Sedulur Sakep) di Jawa Tengah (Kabupaten 
Blora, Pati dan Kudus) tentang aturan perkawinan yang mana aturan tersebut tidak 
sesuai dengan isi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
       Mahkamah Kontitusi (MK)membuat terobosan dengan putusan Nomor 97/PUU-
XIV/2016 tentang Penghayat Kepercayaan. Mahkamah Konstitusi memberikan angin 
segar kepada warga penghayat kepercayaan. Mulai saat ini para penghayat 
kepercayaan diakui dan bisa ditulis di kolom agama yang terdapat dalam KTP. 
Penelitian ini bertujuan untuk, Pertama, untuk mengkaji mengenai pelaksanaan 
perkawinan masyarakat adat Samin (Sedulur Sikep) di Jawa Tengah sebelum 
keluarnya Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016, dan Kedua, untuk mengkaji 
implementasi pelaksananaan perkawinan pada masyarakat adat Samin (Sedulur Sikep) 
di Jawa Tengah setelah adanya Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016. 
Berdasarkan hasil penelitian, sebelum disahkan dan diberlakukannya Putusan 
MK No.97/PUU-XIV/2016, pelaksanaan perkawinan masyarakat adat Samin 
umumnya dilaksanakan sesuai dengan tradisi adat Samin itu sendiri, dengan tahapan 
nyumuk, ngendek, nyuwito, diseksekno, dan tingkep. Tanpa didasari ketentuan agama 
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dan kepercayaan yang secara sah diakui, dan tidak dicatatkan pula pada kantor 
Pemerintahan yang berwenang.Implementasi Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 
belum dapat dilaksanakan secara efektif, dikarenakan masih kurangnya kesadaran dan 
pemahaman masyarakat Samin akan pentingnya kepastian hukum bagi kehidupan 
berbangsa dan bernegara. 
 
Kata kunci: Perkawinan, Masyarakat Hukum Adat Samin (Sedulur Sikep), Putusan 
MK No 97/PUU-XIV/2016  
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PRAKATA 
 
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmatNya 
penelitian pada tahun anggaran 2018dapat diselesaikan dengan baik terkait 
judulIMPLEMENTASI PUTUSAN MK NO 97/PUU-XIV/2016 TERHADAP 
PELAKSANAAN PERKAWINAN PADA MASYARAKAT SAMIN (SEDULUR SIKEP) 
JAWA TENGAH. Indonesia sejak dahulu dikaruniai dengan berbagai macam bahasa, 
suku, kepercayaan, dan kebudayaan adat khas Indonesia sendiri, salah satu keragaman 
yang akan dibahas dalam hal ini adalah mengenai keragaman suku di Indonesia. 
Anggota-anggota masyarakat adat asli Indonesia yang hidup berdampingan disebut 
dengan Kelompok Masyarakat Hukum Adat (KMHA). 
  Salah satu kelompok masyarakat adat asli Indonesia atau KMHA yang masih 
menerapkan hukum adat asli adalah kelompok masyarakat Samin.Samin adalah salah 
satu kelompok masyarakat adat asliIndonesia yang merupakan keturunan dari para 
pengikut Samin Surosentiko yang mengajarkan sedulur sikep, di mana mereka 
mengobarkan semangat perlawanan terhadap Belanda dalam bentuk lain di luar 
kekerasan.Sedangkan ajaran Samin disebut sebagai Saminisme.Kelompok masyarakat 
Samin ini masih meneguhkan pandangan mereka terhadap beberapa hal yang apabila 
ditarik dengan merah maka sangatlah bertolak belakang terhadap aturan undang-
undang, yakni antara lain mengenai agama dan perkawinan, dalam laporan penelitian 
ini Penulis akan menguraikan beberapa fakta dan pengetahuan mengenai peristiwa 
tersebut sesuai apa yang kami teliti di lapangan. 
Akhir kata dengan menyadari bahwa karena keterbatasan waktu, tenaga dan 
dana, hasil penelitian ini tak lepas dari kekurangan-kekurangan.Oleh karena itu kami 
mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca dengan senang 
hati kami terima untuk menyempurnakannya. Semoga bermanfaat.  
Semarang, 26November 2018 
 
Herni Widanarti 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG 
 Bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang besar memiliki  sebuah 
karakteristik yang menonjol yakni terletak pada keberagaman dan 
kebhinnekaannya. Berbeda dengan hampir seluruh bangsa lain di dunia, 
bangsa Indonesia merupakan kesatuan dari lebih dari seribu suku bangsa yang 
tersebar pada lebih dari 17.000 pulau. Namun terdapat suatu keunikan yakni 
bahwa terdapat suatu kesamaan persepsi atas suatu pandangan dan falsafah 
hidup yang dalam prosesnya membentuk sebuah jati diri bangsa yang di 
dalamnya tersimpul ciri khas, sifat dan karakter luhur bangsa Indonesia yang 
membedakan dengan bangsa lainnya. Pandangan dan falsafah hidup inilah 
yang pada akhirnya oleh para Bapak Pendiri Bangsa (the founding fathers) 
dikristalisasikan dan dirumuskan menjadi lima prinsip dasar yang dinamakan 
Pancasila.  
       Jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk di 
wilayah yang sekarang menjadi wilayah kedaulatan Republik Indonesia telah 
hidup berbagai bentuk persekutuan hukum adat yang amat beragam coraknya. 
Penduduk yang menghuni wilayah Indonesia dapat pula dikelompok-
kelompokkan ke dalam berbagai bentuk pengelompokan sosial yang disebut 
suku bangsa, sub suku bangsa, maupun pengelompokan-pengelompokan yang 
didasari oleh sistem penggolongan-penggolongan sosial lain berdasarkan 
unsur ras, agama, dan lain sebagainya yang diperoleh secara askritif 
(warisan).
1
Semangat sikretik antar kosmologi yang berbeda dan konsepsi 
pluralisme yang bertujuan mencari akar realitas terus berlangsung hingga 
kini. Konsep Republik, revolusi, batang tubuh UUD 1945, Pancasila, Bhineka 
Tunggal Ika dan lain-lain tentu tak jatuh dari langit, semua itu merupakan 
                                                          
1
 R. Yando Zakaria, Kemajemukan Masyarakat Bangsa Indonesia dan Penegakan Hak-Hak 
Masyarakat Adat, Kertas Posisi KPA No. 005 Tahun 1998, hlm. 4. 
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pergumulan pemikiran filosofis dalam kurun waktu cukup lama dan sinkretik, 
dari berbagai fragmen kebijakan suku-suku, agama, ras dan filsafat barat.
2
 
       Bagaimanakah dengan kepercayaan sistem keagamaan politeistik 
masyarakat prasejarah Nusantara yang masih bertahan yang mengalami 
proses sinkretik dengan agama-agama sejarah seperti Sunda Wiwitan yang 
dipeluk oleh masyarakat Sunda di Kanekes (Banten), Sunda Wiwitan Aliran 
Madrais, Agama Cigugur di Kuningan Jawa Barat, Agama Asli Batak, 
Masyarakat Adat Samin, Baduy dan lain-lain.
3
 
       Agama merupakam suatu ajaran yang berasal dari Tuhan yang berisikan 
tentang norma-norma yang berfungsi menjadi acuan bagi perilaku manusia di 
dunia ini.Agama-agama yang berkembang dalam masyarakat, dapat 
dipandang dari perspektif teologis sekaligus sosiologis. Namun demikian 
kedua perspektif ini akan bertemu dan bermuara pada satu hal yang sama 
yaitu masyarakat itu sendiri. Bahkan agama merupakan suatu ciri kehidupan 
sosial manusia yang universal oleh karena semua masyarakat memiliki suatu 
cara berfikir dan pola perilaku yang layak disebut sebagai agama atau 
dipandang sebagai sikap religius yang diwujudkan dalam simbol, citra, 
kepercayaan dan nilai-nilai spesifik guna menunjukkan atau memahami 
eksistensi keberadaan dirinya dalam kehidupan ini.
4
 
       Kepercayaan keagamaan yang berbasis pada kekuatan spiritualitas lokal 
yang berkembang di masyarakat cukup banyak, antara lain agama lokal 
“Sunda Wiwitan” yang dipeluk masyarakat Sunda di Banten, agama lokal 
“wetu telu‟ yang dipeluk oleh masyarakat Lombok NTB, agama lokal 
“kaharingan” yang dipeluk oleh masyarakat dayak Kalimantan Tengah, dan 
agama lokal “ parmalim” yang dipeluk masyarakat batak Sumatra Utara, 
agama lokal “Alok Todolo” yang dipeluk oleh masyarakat Toraja Sulawesi 
                                                          
2
 Tommy F Aluy, Mencari Filsafat Indonesia: Pluralisme, Kompas 11 Oktober 2014, hlm. 7. 
3
 Yudi Latif, Negara Paripurna, Historisitas, dan Aktualitas Pancasila, Cetakan Kedua, 2011, 
hlmn. 58-59. 
4
 Sonderson, Stephen K. 1993. Macrosciology, terj. Farid Wajdi dkk.,Sosiologi Makro: Sebuah 
Pendekatan terhadap Realitas Sosial. Jakarta: Rajawali Press. Hlm. 517. 
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Selatan, dan agama lokal “Merapu” yang dipeluk oleh masyarakat Sumba, 
NTT. Agama lokal tersebut menjadi sumber bagi nilai-nilai adat dan tradisi 
atau budaya dari masyarakat pemilik kebudayaan tersebut. Nilai-nilai tersebut 
tercermin dalam sikap, perilaku, dan praktek kehidupan yang membedakan 
dengan komunitas masyarakat lainnya. 
       Komunitas-komunitas yang masih kuat memegang nilai-nilai budaya, 
terutama dalam komunitas-komunitas lokal tersebut banyak terdapat di 
Indonesia. Di Jawa Tengah, komunitas lokal yang masih berkembang hingga 
sekarang diantaranya adalah yang dikenal dengan komunitas “Sedulur Sikep” 
atau “ Samin” yang sumber nilainya berasal dari agama adam. Agama ini 
berkembang di daerah sekitar lereng pegunungan kendeng, seperti Kabupaten 
Blora, Pati, Kudus. Agama ini memiliki ajaran yang amat kuat dalam 
memegang prinsip budaya adhiluhung  dan berperilaku harmonis dengan 
alam (Memayu Hayuning Bawono).
5
 
       Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, 
namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena 
manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam 
lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup 
berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan 
keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan. 
       Perkawinan merupakan naluri manusia sejak adanya manusia itu sendiri 
untuk memenuhi hajat kehidupannya dalam melakukan hubungan biologis 
dalam berkeluarga, menyangkut hubungan paling sedikit dua pihak 
(hubungan hukum) masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban, 
timbul hukum obyektif yang mengaturnya yaitu Hukum Perkawinan. Makna 
terdalam dirumuskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 , Pasal 1 : 
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya 
Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 
                                                          
5
 Fauzi, Romzan. Agama dan Kearifan Lokal.Hlm. 2. 
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masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan ayat (2) “Tiap-tiap 
perkawinan dicacat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 
       Berdasarkan Pasal tersebut, bahwa sah nya perkawinan berdasarkan : 
1. Agama : Pasal 2 ayat (1) 
2. Negara : Pasal 2 ayat (2), keduanya merupakan satu kesatuan, dengan 
pencatatan perkawinan, meskipun merupakan tindakan administratif , namun 
menjadi bukti otentik sebagai perkawinan yang sah menurut negara (Undang-
undang Perkawinan)  
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Bagan 1 : Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Masyarakat 
Pasal 2 ayat (1) & (2) 
UU Perkawinan No. 1 
Th 1974 
Suami Istri 
Dicatatkan 
(Sah) 
Tidak Dicatatkan 
(Tidak Sah) 
Masyarakat Adat 
(KMHA). 
 Komunitas 
MAsyarakat 
Adat Samin 
(Sedulur 
Sikep) 
Anak Luar 
Kawin 
Putusan MK 
No. 97/PUU-
XIV/2016 
Implementasi 
Pelaksanaan dalam 
Perkawinan 
Masyarakat Adat 
Samin (Sedulur Sikep) 
Interaksi Sosial 
Perkawinan 
 6 
 
       Praktek hukum sehari-hari menunjukkan adanya pluralisme hukum 
karena adanya golongan masyarakat yang dalam hubungan keperdataannya 
sehari-hari berpegang pada hukum agama, hukum adat, atau secara utuh 
tunduk pada hukum nasional. Implikasi  pluralisme hukum, terdapat benturan 
ketiga hukum tersebut. Masyarakat yang pluralis juga berimbas pada 
pelaksanaan perkawinan yang hanya mendasarkan pada hukum agama atau 
kepercayaannya, tanpa melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana yang 
diatur dalam Undang-Undang  Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Akibatnya 
tidak mempunyai bukti otentik sebagai perkawinan yang sah, sehingga anak 
yang dilahirkan menjadi anak luar kawin. 
       Setelah keluar Instruksi Presiden tanggal 27 Januari 1979 dan Kepres No. 
6 Tahun 2000, secara eksplisit ditetapkan agama resmi yang diakui 
pemerintah adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Khong Hu Chu, 
dengan demikian mereka dalam pelaksanaan perkawinan berdasarkan Hukum 
Adat dengan agama /kepercayaannya tanpa dicacatkan sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan agama/ kepercayaan 
masyarakat Samin (Sedulur Sikep) tidak termasuk dalam keenam agama 
resmi bagi penduduk Indoensia. Dengan demikian Perkawinan mereka tidak 
mendapatkan pengakuan dari negara (tidak mempunyai bukti otentik) yaitu 
buku nikah atau akta perkawinan, sehingga anak yang dilahirkan menjadai 
anak luar kawin. 
       Mahkamah Kontitusi (MK)  membuat terobosan dengan putusan Nomor 
497/PUU-XIV/2016 tentang Penghayat Kepercayaan. Mahkamah Konstitusi 
memberikan angin segar kepada warga penghayat kepercayaan. Mulai saat ini 
para penghayat kepercayaan diakui dan bisa ditulis di kolom agama yang 
terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Berdasarkan Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor : 97/PUU-XIV/2016 Tentang Penghayat 
Kepercayaan bahwa dapat dimasukkan dalam e-ktp atau ktp elektronik, 
rencananya, untuk kolom penghayat kepercayaan akan bertuliskan “ 
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.  
 7 
 
Putusan MKNomor 497/PUU-XIV/2016 berdampak pada pengakuan 
penghayat kepercayaan dalam hal ini penganut ajaran Samin Surosentika 
yang dianut oleh masyarakat adat Samin (Sedulur Sikep). Hal ini juga sebagai 
acuan dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Samin (Sedulur Sikep) di 
Jawa Tengah. 
       Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengangkat masalah tersebut dalam 
kajian akademis melalui penelitian yang berjudul IMPLEMENTASI 
PUTUSAN MK No. 97/PUU-XIV/2016 TERHADAP PELAKSANAAN 
PERKAWINAN PADA MASYARAKAT SAMIN (SEDULUR SIKEP ) 
JAWA TENGAH. 
B. RUMUSAN PERMASALAHAN 
       Bertolak dari latar belakang dan fokus studi tersebut di atas, maka ada 2 
(dua) permasalahan dalam penelitian yang layak dikaji, yaitu: 
1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Adat Samin 
(Sedulur Sikep ) di Jawa TengahSebelum Putusan MK No.97/PUU-
XIV/2016? 
2. Bagaimana Implementasi Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 terhadap 
Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Adat Samin (Sedulur Sikep ) di 
Jawa Tengah? 
C. TUJUAN PENELITIAN 
       Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengkajiBagaimanakah Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat 
Adat Samin (Sedulur Sikep ) di Jawa TengahSebelum Putusan MK 
No.97/PUU-XIV/2016. 
2. Untuk mengkaji Implementasi pelaksananaan perkawinan pada 
masyarakat adat Samin (Sedulur Sikep) di Jawa Tengah. 
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D. MANFAAT DAN KEGUNAAN PENELITIAN 
       Apabila tujuan penelitian ini dapat tercapai, maka penelitian ini 
diharapkan mempunyai manfaat  baik secara teoritis maupun secara praktis. 
Secara teoritis temuan dalam penelitian ini akan memberikan  kegunaanantara 
lain sebagai berikut : 
1. Memberikan wawasan bagi masyarakat pada umumnya khususnya dalam 
hal pelaksanaan perkawinan. 
2. Menjadi masukan atau pertimbangan bagi pemerintah dalam membuet 
kebijakan peraturan hukum perkawinan. 
Secara praktis temuan dalam penelitian ini akan memberikan  kegunaanantara 
lain sebagai berikut : 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan gambaran dan 
masukan bagi penyelenggara negara, baik pembentuk undang – undang, 
pemerintah, maupun para penegak hukum, dan pembangunan khususnya 
bidang perkawinan. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi terhadap 
pelaksanaan perkawinan khususnya masyarakat Adat Samin (Sedulur 
Sikep) di Jawa Tengah yang tidak dicatatkan. 
E. URGENSI PENELITIAN 
       Pentingnya penelitian ini untuk mengetahui implementasi atas Putusan 
MK No 97/PUU-XIV/2016 tentang Penghayat Kepercayaan dalam 
pelaksanaan perkawinan, memberikan masukan kebijakan apa saja yang 
terkait dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Samin Jawa Tengah. 
F. LUARAN PENELITIAN 
       Luaran penelitian ini adalah Jurnal Nasional Terakreditasi (Masalah Masalah 
Hukum) yang direncanakan terbit pada Tahun 2019. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan 
A.1. Pengertian Perkawinan 
       Perkawinan adalah merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling 
utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu 
bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur 
kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai 
satu jalan menuju pintu perkenalan itu akan menjadi jalan untuk 
menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.
6
 
       Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, salah satu ayat 
yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan 
pernikahan dalam Al-Quran adalah (artinya) “Dan di antara tanda-tanda 
kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu 
sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 
dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang…”(Q.S.30:21 )7 
       Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan 
suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah 
tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang 
saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa 
damai dalam rumah tangganya. 
       Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga 
sakinah, sebagaimana disyaratkan Allah SWT dalam (Q.S.30:21) di atas. 
Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, 
dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu 
sakinah (as-sakinah), mawadah (al-mawaddah), dan rahmat (ar-rahmah). 
                                                          
6
 Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam (Bandung: Sinar Baru Algesinda, 1994) hlm. 374. 
7
 H. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Edisi Pertama, (Jakarta: Akademika 
Pressindo, 2007), hlm. 10. 
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Ulama tafsir menyatakan bahwa as-sakinah adalah suasana damai yang 
melingkupi rumah tangga yang bersangkutan; masing-masing pihak 
menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan 
saling toleransi. 
       Di dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan didefinisikan bahwa 
perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang 
Maha Esa. Pencantuman berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa adalah 
karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila 
pertamanya adalah KeTuhanan Yang Maha Esa, disini dengan tegas 
dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali 
dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai 
unsur lahir/jasmani tetapi memiliki unsur batin/rohani. Undang-undang 
Perkawinan tidak dimungkinkan perkawinan yang beda agama, sesuai 
dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan 
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Hal ini 
juga diperkuat dalam pengaturan Pasal 8 (f) Undang-undang Perkawinan. 
       Adapun tujuan perkawinan seperti yang tertuang dalam asas dasar 
Undang-undang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang 
bahagia dan kekal. Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar 
masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan 
mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. 
       Kata “kekal” yang terdapat dalam Pasal 1 UUPerkawinan di atas, 
maksudnya adalah rumah tangga atau perkawinan itu berlangsung terus 
menerus dalam waktu yang lama dan tidak bisa ditentukan kapan 
berakhirnya . Lama di sini juga identik dengan pengertian bahwa 
perkawinan berlangsung sampai pasangan suami-isteri baik salah satu atau 
kedua-duanya meninggal dunia atau dengan kata lain perkawinan berakhir 
oleh kematian.  
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       Tujuan perkawinan sangatlah beragam, sesuai dengan pelakunya 
masing-masing. Tetapi jika bertolak dari ajaran Islam, menurut Ummu 
Laila
8
, secara garis besar tujuan perkawinan itu dapat dikelompokkan 
menjadi 3 (tiga) kelompok antara lain :  
a. Mentaati Anjuran Agama 
        Umat muslim yang baik, hendaknya senantiasa mengacu pada tatanan 
agamanya. Hidup berkeluarga adalah tatanan syari‟at Islam yang sangat 
dianjurkan Allah SWT dan Rasulnya. Seorang muslim dalam melaksanakan 
perkawinan juga harus bertujuan untuk mentaati perintah agamanya dan 
juga untuk menyempurnakan amaliyah keagamaannya. 
b. Mewujudkan Keluarga Sakinah 
       Disebutkan dalam Firman Allah SWT : “Dan sebagian dari Tanda-tanda 
kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu 
sendiri, agar kamu tentram hidup bersamanya; dan diciptakanNya rasa kasih 
sayang diantara kami. (Al Qur‟an Surat Ar Rum ayat 21). Dalam ayat 
tersebut Allah SWT menerangkan bahwa tujuan diciptakannya istri adalah 
agar suami dapat membangun keluarga sakinah bersama istri, untuk 
menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin, 
hidup tenang,tentram damai dan penuh kasih sayang. 
c. Mengembangkan Dakwah Islamiah 
       Dalam membina hidup berumah tangga, sebagai umat Islam hendaknya 
dapat mengembangkan Dakwah Islamiah, sebagaimana dilakukan Nabi 
Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Dengan hidup berkeluarga 
pasangan suami istri akan melahirkan keturunan yang sah, dan begitu anak 
tersebut lahir harus dididik dengan aklakul akidah Islamiah yang kuat, agar 
mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang taat kepada 
agamanya. 
                                                          
8
Op.cit 
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       Adapun tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud, karena 
adakalanya dalam kehidupan berumah tangga terkadang terjadi salah 
paham, perselisihan pertengkaran yang berkepanjangan, yang pada akhirnya 
menimbulkan tindak kekerasan sehingga akan berakibat terhadap putusnya 
hubungan perkawinan antara suami istri, hal tersebut yang menjadikan 
alasan bagi mereka untuk mengajukan gugatan perceraian dalam 
perkawinan. 
Sebagaimana dimaksud dalam UU No.1/ 1974 Pasal 2, (1) bahwa 
perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing 
agamanya dan kepercayaanya dan (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.UU No.23/2006 Pasal 34 (1) 
perkawinan yang sah wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi 
pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak 
tanggal perkawinan. Ayat (4) pelaporan tersebut bagi penduduk yang 
beragama Islam dilakukan di KUA kecamatan, bagi warga negara non-Islam 
di kantor catatan sipil. Tahapan perkawinan tersebut (bagi pemeluk agama 
Islam maupun non-Islam) adalah calon suami-isteri mendaftarkan diri pada 
KUA atau Kantor Catatan Sipil yang selanjutnya melaksanakan perkawinan 
dan diberi akta nikah. Setelah itu, KUA atau lainnya menginformasikan 
pelaksanaan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.  
Sedangkan bagi penganut aliran kepercayaan, diakomodir oleh PP 
No.37/2007 tentang pelaksanaan UU No.23/2006 tentang administrasi 
kependudukan. Dalam UU tersebut pada Pasal 1 (18) ditunjukkan bahwa 
kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa (TYME) atau penghayat 
kepercayaan adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan 
TYME berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan 
dan peribadatan terhadap TYME serta pengamalan budi luhur yang 
ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Sedangkan dalam 
ayat (20), surat perkawinan penghayat kepercayaan dibuat, ditandatangani, 
dan disahkan oleh pemuka penghayat kepercayaan.  
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Sebagaimana Surat Edaran No.01/SE/NBSF/VIII/‟07 tanggal 1/8/2007 
oleh Dirjen Nilai Budaya, Seni, dan Film, Kementerian Kebudayaan dan 
Pariwisata tentang Penunjukan dan Penetapan Pemuka Penghayat 
Kepercayaan, juga dinyatakan: sehubungan dengan diundangkannya UU 
No.23 /2006 tentang Administrasi Kependudukan dan PP No.37/2007 Bab 
X, persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat 
kepercayaan pasal 81 adalah sebagai mana ayat-ayat berikut ini.  
1. Perkawinan penghayat kepercayaan dilakukan di hadapan pemuka 
penghayat kepercayaan; 
2. Penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjuk dan 
ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan untuk mengisi dan 
menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan; 
3. Pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina 
organisasi penghayat kepercayaan terhadap TYME, berupa: 
a. Agar berdasarkan musyawarah anggota, dapat segera menunjuk dan 
menetapkan pemuka penghayat kepercayaan di lingkungan 
organisasi penghayat kepercayaan yang bertugas untuk mengisi dan 
menandatangani Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan 
terhadap TYME,  
b. Jumlah pemuka penghayat kepercayaan yang ditunjuk dan 
ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan menyerahkan 
dengan kebutuhan/ kecukupan wilayah cabang dan penyebaran 
organisasi,  
c. Pemuka penghayat kepercayaan yang telah ditunjuk dan ditetapkan 
agar segera mendaftarkan ke Direktorat Kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa untuk memperoleh Surat Keputusan 
Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tentang 
penetapan kewenangannya, dan  
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d. Pemuka penghayat kepercayaan yang telah didaftarkan ke 
Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar 
dilengkapi dengan alamat tempat tinggal dan dua lembar foto 
berwarna ukuran 4x6.
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A.2. Syarat-syarat Perkawinan 
       Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agama dan kepercayaannya itu, yang dimaksud syarat dalam perkawinan 
adalah suatu hal yang harus ada dalam perkawinan itu, misalnya syarat wali, 
yang harus laki-laki, baligh, berakal dan sebagainya, atau calon pengantin 
laki-laki atau perempuan yang harus jelas. 
Menurut Ko Tjay Sing 
10
 , syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan 
ada 2 yaitu : 
a. Syarat-syarat Materiil : syarat-syarat materiel yaitu mengenai orang-
orang yang hendak kawin dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak 
ketiga dalam hal –hal yang ditentukan oleh undang-undang   
Selanjutnya syarat-syarat materiel dibagi 2 yaitu : 
1) Syarat Materiel Mutlak 
       Syarat materiel mutlak yaitu, syarat - syarat yang harus dipenuhi 
oleh setiap orang yang hendak kawin, dengan tidak memandang dengan 
siapa hendak kawin. Syarat tersebut ialah : 
a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon suami 
istri (Pasal 6   ayat (1) Undang-undang Perkawinan) ; 
b) Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin 
kedua orang tuanya ( Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Perkawinan); 
                                                          
9Jurnal “Analisa” Volume XVII, No. 01, Januari - Juni 2010 21 Moh. Rosyid 
10
Mulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 
2016, hlm 11 
 15 
 
c) Perkawinan diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 
tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 
ayat (1) Undang –undang Perkawinan); 
d) Bagi wanita yang   putus perkawinannya, berlaku waktu tunggu 
(Pasal 11 Undang-undang Perkawinan jo Pasal 39 Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), yaitu : 
i. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu 
ditetapkan 130 hari; 
ii. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu 
bagi yang masih berdatang bulan, ditetapkan 3 kali suci 
dengan sekurang-kurangnya 90 hari, bagi yang tidak 
berdatang bulan ditetapkan 90 hari ; 
iii. Apabila perkawinan putus, sedang janda dalam keadaan 
hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan; 
iv. Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan 
antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi 
hubungan kelamin, maka tidak ada waktu tunggu. 
2) Syarat Materil Relatif 
       Syarat materiel relatif, yaitu syarat-syarat bagi pihak yang hendak 
dikawin. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat materiil mutlak 
diperbolehkan kawin, tetapi ia tidak boleh kawin dengan setiap orang. 
Dengan siapa hendak kawin, harus memenuhi syarat-syarat materiel 
relatif.  
Menurut Pasal 8 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 syarat-syarat 
tersebut adalah : 
a) Perkawinan dilarang antara dua orang yang : 
i. Berhubungan darah dalam garis ketururan ke bawah atau ke 
atas; 
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ii. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping 
yaitu antara saudara, antara seorang saudara dengan saudara 
orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; 
iii. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, 
dan ibu-bapak tiri; 
iv. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak 
susuan, dan bibi susuan; 
v. Berhubungan saudara dengan istri, atau sebagai bibi atau 
kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih 
dari seorang; 
vi. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau 
peraturan lain yang berlaku yang dilarang. (Pasal 8 UU 
Perkawinan No.1 Tahun 1974).   
b. Syarat-syarat Formal 
       Syarat-syarat formal terdiri dari formalitas-formalitas yang 
mendahului perkawinannya. 
Syarat-syarat formal diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang terdiri dari 3 tahap, 
yaitu: 
1) Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan; 
2) Penelitian syarat-syarat perkawinan; 
3) Pengunguman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan 
perkawinan. 
A.3. Pencatatan Perkawinan 
       Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat 
pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UUP sebagaimana yang telah 
disebutkan di atas. Sehubungan dengan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UUP 
tersebut, hingga kini masih bersilang pendapat tentang pengertian 
yuridis sahnya perkawinan. Pertama, bahwa sahnya suatu perkawinan 
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semata-mata hanya harus memenuhi Pasal 2 Ayat(1) UUP tersebut di 
atas, yakni perkawinannya telah dilaksanakan menurut ketentuan 
syariat Islam secara sempurna (memenuhi rukun dan syarat nikah).     
Mengenai Pencatatat nikah oleh Petugas Pencacat Perkawinan 
tidaklah merupakan syarat sahnya nikah, tetapi hanya kewajiban 
admistratif saja.  
        Kedua, bahwa sahnya suatu nikah harus memenuhi ketentuan 
UUP Pasal 2 Ayat(1) mengenai tata cara agama dan Ayat (2) 
mengenai pencatatan nikah oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) secara 
silmutan. Dengan demikian ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) 
tersebut merupakan syarat kumulatif, bukan alternatif, karena itu 
perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan syariat Islam tanpa 
pencatatan oleh PPN, belumlah dianggap sebagai perkawinan yang 
sah dan perkawinan inilah yang kemudian setelah berlakunya 
UUPerkawinan secara efektitif berlaku tanggal 1 Oktober dikenal 
dengan perkawinan di bawah tangan. 
       Pencatatan Perkawian selain subtansinya untuk mewujudkan 
ketertiban umum juga mempunyai manfaat preventif, seperti supaya 
tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik 
menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan, 
tidak terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang antara 
keduanya dilarang melakukan akad nikah. 
Mengenai pencacatan Perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksaan UUP 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur mengenai 
pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan pekawinan 
menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama 
(KUA). Sedangkan untuk mencacatkan perkawinan dari mereka yang 
beragama selain Islam dilakukan di Kantor Catatan Sipil. 
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B. Tinjauan Umum Tentang Pluralisme dan Realitas Sosial 
B.1. Pluralisme 
       Pluralisme (bahasa Inggris: pluralism), terdiri dari dua kata plural 
(=beragam) dan isme (=paham) yang berarti paham atas keberagaman. 
Definisi dari pluralisme seringkali disalahartikan menjadi keberagaman 
paham yang pada akhirnya memicu ambiguitas. Berdasarkan Webster's 
Revised Unabridged Dictionary (1913 + 1828) arti pluralisme adalah:     
hasil atau keadaan menjadi plural keadaan seorang pluralis; memiliki lebih 
dari satu tentang keyakinan. Pluralisme juga dapat berarti kesediaan untuk 
menerima keberagaman (pluralitas), artinya, untuk hidup secara toleran 
pada tatanan masyarakat yang berbeda suku, gologan, agama,adat, hingga 
pandangan hidup. Pluralisme mengimplikasikan pada tindakan yang 
bermuara pada pengakuan kebebasan beragama, kebebasan berpikir, atau 
kebebasan mencari informasi, sehingga untuk mencapai pluralisme 
diperlukanadanya kematangan dari kepribadian seseorang dan/atau 
sekelompok orang
11
. Teori utama yang digunakan untuk membangun 
kembali (rekonstruksi) pengakuan negara terhadap perkawinan sebagai 
Implementasi Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 akan digunakan teori : 
Teori Triangular Concept of Legal Pluralism (Segitiga Pluralisme Hukum) 
dari Werner Menski. Menurut Menski bahwa semua  nilai-nilai yang ada 
dalam masyarakat yang diperoleh dari beragam sumber harus diakui dan 
dipahami sebagai nilai yang dapat menjadi sumber hukum dalam 
masyarakat, oleh Menski dikatakan bahwa ada beragam sistem hukum 
dalam masyarakat yang utamanya bersumber dari: 1) hukum negara 
(tradisi/positivism), 2) religion/ethics/morality dan 3) kebiasaan dalam 
masyarakat dimana setiap sistem hukum (juga nilai nilai yang ada di 
belakangnya) selalu dalam keadaan saling mempengaruhi “interact” dan 
mengisi satu sama lain. Hasil dari keadaan saling mempengaruhi tersebut 
menghasilkan suatu pluralism hukum karena tidak ada satu sistem hukum 
yang berdiri sendiri tanpa mendapat pengaruh dari sistem hukum lain. 
                                                          
11
Wikipedia, 1 Juni 2018  
 19 
 
Dalam bahasanya Menski menyatakan bahwa : Legal Pluralism fills the 
central space in this triangle because it signifies all those scenarios and 
conflict situations in which neither of the thre major law making source 
rules roots absolutely. The centre of this triangle would appear to indicate 
„perfect” justice as the result of equilibrium between the various 
competing forces”  12 
       Dijelaskan lebih lanjut oleh Menski bahwa hukum yang diciptakan 
oleh masyarakat tidak bebas dari pengaruh luar, tetapi dipengaruhi oleh 
hukum negara, nilai dan etika. Kemudian hukum negara juga mendapat 
pengaruh dari hukum yang ada di masyarakat, dan juga dipengaruhi oleh 
nilai dan etika. Selanjutnya nilai dan etika, dipengaruhi oleh hukum negara 
dan hukum yang ada di masyarakat. Ketiga tipe hukum itu membentuk 
konvergensi berupa suatu pluralisme hukum, yang dapat digambarkan  
pada ragaan berikut ini: 
 
Bagan 2 : Legal Pluarilism Werner Menski 
 
Religion/Ethics/Morality 
 
 
 
 
 
 
 
 
State    Society 
 
                                                          
12
 Werner Menki, Perbandingan Hukum dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Asia, dan Afrika, 
Penerjemah M. Khozin Nusa Media, Bandung, 2012, hlmn. 72. 
Legal 
Pluralism 
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       Berpijak pada pendekatan pluralism hukum, Menski membangun teori 
Segitiga Pluralisme Hukum untuk menganalisis sistem-sistem hukum Asia 
dan Afrika. Semua hukum dikalangan semua orang pada dasarnya adalah 
plural. Ibarat pohon, hukum memiliki tiga unsur sehingga membentuk 
sebatang kayu, yaitu akar-akar yang memberikan darah bagi kehidupan 
pohon (masyarakat dan norma-norma yang mengakar, batang besar yang 
menyatukan semuanya (positivism negara) dan juga cabang dan ranting 
yang mengarah ke langit untuk bernafas dan menyerap cahaya (hukum 
alam). Seperti halnya tidak ada pohon yang sama persis, begitu pula 
dengan hukum.
13
 
 
B.2. Realitas Sosial 
       Apakah realitas itu?Apakah yang disebut real? Apakah hal itu berati 
dapat ditangkap oleh indra (sense), apakah hanya sesuatu yang bersifat 
fisik , atau sesuatu yang mengobyek (obyektif)?. Menurut Steven Law 
“pada umumnya apabila kebanyakan orang menjawab tentang realitas, 
jawabannya menunjuk kepada apa yang mereka alami dan rasakan tentang 
segala hal yang berada di sekitar mereka saat itu juga. Meja ,kursi-kursi, 
pepohonan, awan itu juga disebut realitas. 
14
 
       Ada dua tataran bagaimana mendefinisikan realitas. Menurut 
Mujahirin Thohir, yang pertama realitas secara genuine adalah obyek 
alamiah (the being) yang belumdisentuh, yang kedua, adalah hasil 
kontruksi (bisa dalam bentuk pernyataan lisan atau tulisan) terhadap suatu 
atau sejumlah peristiwa atau kondisi sebagaimana yang dinyatakan dalam 
bentuk konsep atau jabaran dari konsep.
15
 
       Realitas secara genuine, bahwa pengembangan ilmu hukum hanya 
bersifat teks sentries dan membatasi model interprestasi teks, sehingga 
                                                          
13
Ibid, hlm 17-18. 
14
 Stefen Law, dalam Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Mengingat, 
Mengumpulkan, dan Membuka Kembali, Refika Aditama Bandung, 2013, hlmn. 27-28. 
15
 Muhadjirin Thohir, Peranan Teori-Teori Sosial untuk Memahami Hukum dalam Kehidupan 
Sosial, Bahan Matrikulasi PDIH Undip, September 2014, hlm. 3. 
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mengandung kelemahan. Paradigma positivism, tidak membantu 
pengembangan ilmu hukum sebagai sebenar ilmu (genuine science).Ilmu 
hukumnya, tidak mampu memberikan penjelasan yang lengkap dan benar 
mengenai hukum.Yang ideal adalah bahwa ilmu hukumharus tampil 
sebagai sebenar ilmu (genuine science), sehingga hukum harus diterima 
sebagai realitas yang utuh.Ilmu hukum harus melakukan pencarian, 
pembebasan dan pencerahan. Pengembangan ilmu hukum berparadigma 
positivisme, bukan memahami hukum sebagai realitas bahkan mereduksi 
realitas lain dari hukum, hal ini mmpunyai implikasi terhadap penegakan 
hukumnya. Penegakan hukumnya berhenti pada prosedur, peraturan dan 
administratrative, sehingga bukan pencarian keadilan.Para penegak 
hukum, terjebak pada absolutism yang sangat legal positivistic.Paradigma 
positivism, melahirkan legisme, sehingga hakim diibaratkan sebagai mesin 
semata, tidak secara kreatif memandu dan melayani masyarakat. 
Memasuki dunia peradilan, bukan medan pencarian keadilan melainkan 
menjadi memasuki rimba peraturan, prosedur dan administrasi.  
       Apapun latar belakangnya ini merupakan realitas sosial dalam 
masyarakat Indonesia, implikasi adanya perkawinan yang tidak dicacatkan 
adalah tidak adanya legalitas dari negara, sehingga anak yang dilahirkan 
menjadi anak luar kawin. Ketiadaan legalitas perkawinan ini sekaligus 
ketiadaan legalitas identitas diri , itu menyebabkan anak-anak dalam 
perkawinan tersebut menjadi anak luar kawin yang tidak memmpunyai 
hubungan hukum dengan ayah biologisnya, dalam praktek anak luar kawin 
tidak mempunyai akta kelahiran yang diperlukan untuk mengurus berbagai 
dokumentasi penting, mulai pencatatan sebagai warga negara, menjadi 
syarat standar pemenuhan dokumen pendaftaran sekolah, maupun 
mendapatkan kartu tanda penduduk.  
       Perlakuan yang menyedihkan sebagai akibat langsung maupun tidak 
langsung yang dilakukan oleh negara, mengindikasikan bahwa negara 
telah mencederai rasa keadilan dan kemanusiaan masyarakat KMHA  
(Komunitas Masyarakat Hukum Adat), terhadap perkawinan mereka yang 
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tidak dapat dicatatkan, yang kemudian akan berimplikasi pada  anak luar 
kawin. Atas adanya hal ini dapat dikatakan bahwa negara telah melanggar 
falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945, serta peraturan perundang-undangan 
lainnya.Dikatakan bertentangan dengan Pancasila karena hal tersebut 
dirasa bertentangan dengan isi, maksud, dan tujuan dalam Sila kedua yakni 
“Kemanusiaan yang adil dan beradab”.Selain itu dianggap bertentangan 
dengan peraturan-peraturan lainnya karena adanya ketentuan-ketentuan 
adat yang berbenturan atau tidak sejalan dengan peraturan-peraturan 
negara khususnya dalam hal perkawinan sebagaimana dimaksud 
sebelumnya, jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
 
C. Tinjauan Umum Mengenai Agama dan Kearifan Lokal Masyarakat 
Adat Samin  
C.1. Agama 
       Agama merupakam suatu ajaran yang berasal dari Tuhan yang 
berisikan tentang norma-norma yang berfungsi menjadi acuan bagi 
perilaku manusia di dunia ini. Agama-agama yang berkembang dalam 
masyarakat, dapat dipandang dari perspektif teologis sekaligus sosiologis. 
Namun demikian kedua perspektif ini akan bertemu dan bermuara pada 
satu hal yang sama yaitu masyarakat itu sendiri. Bahkan agama merupakan 
suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal oleh karena semua 
masyarakat memiliki suatu cara berfikir dan pola perilaku yang layak 
disebut sebagai agama atau dipandang sebagai sikap religius yang 
diwujudkan dalam simbol,citra, kepercayaan dan nilai-nilai spesifik guna 
menunjukkan atau memahami eksistensi keberadaan dirinya dalam 
kehidupan ini. 
16
 
       Dalam pengertian ini, agama memiliki peran yang fungsional dalam 
kehidupan masyarakat, yaitu terbentuknya komunitas yang diikat oleh 
                                                          
16
 Sonderson, Stephen K. 1993. Op.Cit. 
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keyakinan akan kebenaran hakiki yang sama. Karena itu, terbentuklah 
kelompok-kelompok keagamaan atau komunitas – komunitas agama yang 
berbeda-beda, sesuai dengan landasan keyakinan, seperti : Islam, Kristen, 
Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Chu. Agama-agama ini dalam 
konteks Indonesia, sebagaimana yang yang terlihat dalam Penetapan 
Presiden No.1?PNPS/1965 dan Kepres No.6 Tahun 2000, menetapkan 
secara eksplisit sebagai agama resmi penduduk Indonesia. 
       Dalam kehidupan sehari hari agama-agama tersebut sering kali 
dipahami hanya sekedar simbol yang tidak mampu bertindak sebagai basis 
orientasi hidup, sumber etika dan moral, serta spirit dalam mengkonstruksi 
budaya, karena pemahaman agama tanpa disertai dengan penghayatan dan 
pengamalan nilai-nilai yang memadai dalam kehidupan masyarakat. 
Karena itu, fungsi agama tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh 
seluruh pemeluk agama, termasuk pemeluk agama lokal yang hidup dan 
berkembang di masyarakat. 
       Kepercayaan keagamaan yang berbasis pada kekuatan spiritualitas 
lokal yang berkembang di masyarakat cukup banyak, antara lain agama 
lokal “Sunda Wiwitan” yang dipeluk masyarakat Sunda di Banten, agama 
lokal “wetu telu‟ yang dipeluk oleh masyarakat Lombok NTB, agama 
lokal “kaharingan” yang dipeluk oleh masyarakat dayak Kalimantan 
Tengah, dan agama lokal “ parmalim” yang dipeluk masyarakat batak 
Sumatra Utara, agama lokal “Alok Todolo” yang dipeluk oleh masyarakat 
Toraja Sulawesi Selatan, dan agama lokal “Merapu” yang dipeluk oleh 
masyarakat Sumba, NTT. Agama lokal tersebut menjadi sumber bagi nilai-
nilai adat dan tradisi atau budaya dari masyarakat pemilik kebudayaan 
tersebut. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam sikap, perilaku, dan praktek 
kehidupan yang membedakan dengan komunitas masyarakat lainnya. 
       Komunitas-komunitas yang masih kuat memegang nilai-nilai budaya, 
terutama dalam komunitas-komunitas lokal tersebut banyak terdapat di 
Indonesia. Di Jawa Tengah, komunitas lokal yang masih berkembang 
hingga sekarang diantaranya adalah yang dikenal dengan komunitas 
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“Sedulur Sikep” atau “ Samin” yang sumber nilainya berasal dari agama 
adam. Agama ini berkembang di daerah sekitar lereng pegunungan 
kendeng, seperti Kabupaten Blora, Pati, Kudus. Agama ini memiliki ajaran 
yang amat kuat dalam memegang prinsip budaya adhiluhung dan 
berperilaku harmonis dengan alam ( Memayu Hayuning Bawono ). Selain 
itu, agama ini juga memiliki sebuah ajaran yang mengedepankan nilai-nilai 
etika moral yang tinggi sebagai dasar perilaku kehidupan seperti larangan 
berbuat iri dan dengki, menuduh dan mencuri, tidak merugikan orang lain. 
Sebaliknya agama ini memegangi ajaran agar ikhlas, sabar dan tawakal 
serta memelihara kejujuran dan kebenaran 
 
C.2. Kearifan Lokal  Masyarakat Adat Samin 
        Kearifan lokal dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan 
akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, 
obyek atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Pengertian di atas, 
disusun secara etimologi, dalam hal ini wisdom dipahami sebagai 
kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam 
bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, obyek, 
atau peristiwa yang terjadi. Istilah wisdom sering diartikan sebagai 
„kearifan/ kebijaksanaan‟.17 Dapat dipahami bahwa kearifan lokal adalah 
bersumber dari ajaran-agama dan tradisi-tradisi yang dipelihara dan 
diyakini oleh masyarakat. 
       Di dalam masyarakat, kearifan lokal dapat ditemui pada nyanyian-
nyanyian, pepatah-pepatah, sesanti, petuah, semboyan dan kitab-kitab 
kuno yang melekat dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Biasanya, 
kearifan lokal tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup di masyarakat 
yang telah berlangsung lama dan dalam perkembangannya berubah wujud 
dalam tradisi-tradisi, meskipun prosesnya membutuhkan waktu yang 
sangat panjang. Dalam pandangan John Haba yang telah dikutip oleh 
                                                          
17
 Ridwan, Nurma Ali. 2007. “Landasan Keilmuan Kearifan Lokal”. Jurnal Studi Islam dan 
Budaya Ibda‟ Vol.5/No.1/Januari-Juni 2007. Purwokerto: P3M STAIN Purwokertom 27-38 
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Abdullah (2008;8) bahwa kearifan lokal setidak tidaknya memiliki fungsi 
yakni sebagai pendorong atas terbangunnya kebersamaan, apresiasi 
sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama menepis berbagai 
kemungkinan yang meredusir, bahkan merusak solidaritas komunal, yang 
dipercaya berasal dan tumbuh di atas kesadaran bersama, dari sebuah 
komunitas terintegrasi. Komunitas dimaksud dalam penelitian ini adalah 
masyarakat Adat Samin (Sedulur Sikep) di Jawa Tengah (Kabupaten 
Blora, Pati dan Kudus). 
 
Masyarakat Adat samin 
Asal Mula Nama Samin 
 Ada dua pendapat yang mengindikasikan tentang asal mula kata 
“Samin”.Pertama, kata Samin berasal dari nama pemimpinnya yaitu 
Samin Surosentiko. Dan kedua, kata Samin berasal dari ungkapan “sami-
sami amin” yang kemudian dipersingkat menjadi Samin.18 
Berdasarkan sumber-sumber yang telah ada pendapat yang pertama 
nampaknya lebih kuat mendekati kebenaran dibanding dengan pendapat 
kedua. Penyebutan kata Samin diambil dari nama Samin Surosentiko 
sebagai perumus ajaran tersebut. Kata Samin merupakan manifestasi dari 
nama Raden Kohar –nama kecil Samin Surosentiko –yang dipandang 
terlalu bercorak bangsawan. Agar lebih bernafas kerakyatan, maka Raden 
Kohar mengubah namanya sendiri menjadi Samin.
19
 
Penyebaran Ajaran Samin 
       Seperti yang diungkapkan di atas, masyarakat Samin mempunyai 
pemimpin yang bernama Samin Surosentiko. Ia dikenal sebagai sesepuh 
(orang tua atau pemimpin yang dihormati), guru kebatinan dan pemimpin 
pergerakan melawan pemerintah Kolonial Belanda. Berkat kemampuan 
                                                          
18
 Mukodi, Afid Burhanuddin. 2015. Pendidikan Samin Surosentiko. Yogyakarta: Lentera 
Kreasindo. Hlmn. 19. 
19
 Ibid. 
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inilah ia dipercaya oleh pengikutnya untuk menjadi Ratu Tanah Jawi atau 
Ratu Adil Heru Cakra dengan gelar Prabu Panembahan Suryangalam.
20
 
       Dari Klopoduwur, ajaran Samin Surosentiko berkembang ke berbagai 
daerah baik di daerah Blora maupun di laur Blora. Diantaranya, 
Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Madiun, Jember, Banyuwangi, Kudus, 
Pati, Grobogan, Rembang, Brebes, dan lain-lain. Keterkaitan orang-orang 
mendengarkan fatwa-fatwa dari Samin Surosentiko, semula tidak 
menimbulkan masalah bagi Pemerintahan Kolonial Belanda. Gerakan 
tersebut memang tampak tidak berbeda dengan perkembangan ajaran 
kebatinan lainnya.
21
 
       Awal mula perubahan tata cara kehidupan mereka tersebut terjadi 
pada tahun 1905. Status pajak bagi masyarakat Samin berubah bentuk dari 
kewajiban menjadi sukarela, bahkan Samin Surosentiko sendiri berhenti 
membayar pajak secara keseluruhan. Hal ini menyebabkan awal mula 
konflik antara masyarakat Samin dengan Pemerintah Kolonial 
Belanda.
22
Konflik tersebut disebut dengan Geger Samin. Geger Samin 
mulai pecah ketika Belanda mendengar isu bahwa tanggal 1 Maret 1907 
masyarakat Samin akan memberontak. Hal ini berujung pada penangkapan 
Samin Surosentiko. Atas penangkapan tersebut mereka tidak mau 
mengadakan perlawanan fisik karena dilihat secara logika sederhana 
bahwa Belanda lebih kuat sehingga sikap terbaik untuk saat itu adalah 
diam. Namun demikian ada beberapa orang Samin yang tidak bisa tinggal 
diam untuk tidak menyebarkan ajaran Samin Surosentiko, misalnya, 
Wongsorejo menyebarkan ajaran Samin di Madiun pada tahun 1908. 
Surohidin bersama dengan Engkrak di Grobogan (Purwodadi) pada tahun 
1911. Di tahun yang sama, Karsiyah tampil sebagai Pangeran Sendhang 
Janur mengembangkan ajaran Samin di Kajen, Pati.
23
 
 
                                                          
20
Ibid, hlmn. 25. 
21
Ibid, hlmn. 26. 
22
Ibid, hlmn. 28. 
23
Ibid, hlmn. 29. 
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D. Tinjauan Umum Mengenai Mahkamah Konstitusi 
D.1. Mahkamah Konstitusi 
       Mahkamah Konstitusi adalah pengadilan konstitusional, yaitu 
pengadilan yang menyelesaikan sengketa konstitusional (contitutional 
disputes) melalui yudisial review dengan menegakkan hukum dan keadilan 
konstitusional. Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan konstitusional 
mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 melalui 
penyelesaian sengketa konstitusional di segala praktis kehidupan 
kebangsaan dan kenegaraan. 
       Wewenang dan Kewajiban MK  
1) Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap 
Undang –Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik , dan 
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pasal 24C ayat 
1 ) amandemen ketiga; 
2) Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat 
mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan /atau Wakil Presiden 
menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 24C ayat 2) amandemen 
ketiga. 
       Berdasar Pasal 7B dan Pasal 24C , ada lima kewenangan MK yaitu :  
(1) Uji materi UU terhadap UUD; 
(2) Mengadili sengketa wewenang antar lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh UUD;  
(3). Menilai dan memutus pendapat DPR bahwa Presisden/Wapres telah 
melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai 
Presiden/Wapres; 
(4). Memutuskan pembubaran parpol; 
(5). Memeriksa dan memutus sengketa hasil Pemilu.                 
        Bagaimana pengaturan hakim konstitusi ? 
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1) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak 
tercela, adil, negarawan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara 
(Pasal 24C ayat 5); 
2) MK mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang 
ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang 
oleh MA, tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh Presiden (Pasal 
24C ayat 3). 
       Di bawah ini berapa Putusan MK yang dapat dilihat dalam perkara 
pengujian undang-undang yang bertujuan untuk melindungi hak 
konstitusonal warga negara dan hak asasi manusia yang sangat mendasar 
bagi tegaknya demokrasi, antara lain : 
1) Hak pilih bagi bekas anggota organisasi terlarang (Putusan No. 011-
017/PUU-I/2003 bertanggal 23 Februari 2004); 
2) Ketentuan bagi penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden 
(Putusan No. 013-022/PUU-IV/2006 bertanggal 6 Desember 2006); 
3) Delik permusuhan dapat menimbulkan penyalahgunaan 
kekuasaan(Putusan No. 6/PUU-V/2007 bertanggal 17 Juli 2007); 
4) Calon perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah (Putusan No.5/PUU-
V/2007 bertanggal 23 Juli 2007); 
5) Mengubah sistem keterpilihan Pemilu menjadisuara terbanyak (Putusan 
No. 22-24/PUU-VI/2009 tertanggal 23 Desember 2008); 
6) Menghapuskan sanksi pers dan pelarangan survey serta quick count 
(Putusan No. 32?PUU-VII/2009 tertanggal 24 Februari 2009); 
7) Mengesahkan syarat pemilih Pilpres dengan KTP atau Paspor (Putusan 
No. 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009). 
       Hadirnya Mahkamah Konstitusi melalui reformasi  konstitusi dengan 
kewenangan antara lain   melakukan pengujian (judisial review) undang 
undang terhadap UUD 1945 . Hal ini sangat membanggakan karena 
selama Orde Baru tidak muncul politik hukum untuk pengujian undang-
undang, di masa itu undang-undang benar-benar tidak “tersentuh” 
pengujian oleh hukum. Mahkamah Agung (MA) hanya dapat melakukan 
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pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang , 
sehingga kalau ada produk hukum yang represif dan bersebrangan dengan 
demokrasi maupun HAM tidak dapat disentuh oleh hukum untuk diuji 
prosedur dan substansinya.  
        Setelah hadirnya MK, semua produk undang-undang dapat ditinjau 
substansi maupun prosedur pembuatannya, sehingga hak-hak warga 
negara dan demokratisasi dapat dilindungi dari kemungkinan potensi 
negatif pembentuk undang-undang yang ingin mereduksi bahkan 
menggerogoti prinsip-prinsip negara hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) 
warga negara maupun subtansi demokrasi. 
D.2.  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 97/PUU-XIV/2016 
Tentang Penghayat Kepercayaan. 
       Mahkamah Konstitusi memberikan angin segar kepada warga penghayat 
kepercayaan. Mulai saat ini para penghayat kepercayaan diakui dan bisa 
ditulis di kolom agama yang terdapat dalam KTP. Berdasarkan Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor : 97/PUU-XIV/2016 Tentang Penghayat 
Kepercayaan dapat dimasukkan dalam e-ktp atau ktp elektronik, rencananya, 
untuk kolom penghayat kepercayaan akan bertuliskan “ Kepercayaan 
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”. Adapun Amar putusannya sebagai berikut: 
 
 
AMAR PUTUSAN 
Mengadili, 
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 
2. Menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
 30 
 
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “ kepercayaan”; 
3. Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat; 
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik 
Indonesia sebagaimana mestinya. 
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BAB III 
METODOLOGI 
A.METODE PENELITIAN 
1. METODE PENDEKATAN 
Pendekatan dalam penelitian ini dikategorikan pendekatan yuridis 
empiris.Dalam penelitian ini diawali dengan data sekunder sebagai data 
awal kemudian dilanjutkan dengan data primer.Penelitian hukum 
empiris tetap bertumpu pada premis normatif, dimana kajiannya pada 
esensi hukum yang tertuang dalam bentuk norma dalam peraturan 
perundang-undangan untuk selanjutnya dihubungkan dengan 
kenyataan
24
 di lapangan dewasa ini. Fokus utama tertuju pada para ketua 
komunitas masyarakat Blora, Pati, dan Kudus, terkait pelaksanaan 
perkawinan masyarakat adat samin (sedulur sikep) yang dilaksanakan 
dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi 
pelaksanaan perkawinan masyarakat adat samin di Jawa Tengah 
(Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus) 
         Metode analisis data yang digunakan sebagai dasar penarikan 
kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Bahan hukum 
yang disusun secara sistematis dianalisis secara kualitatif supaya dapat 
ditarik kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara 
obyektif  yang merupakan jawaban untuk permasalahan yang ada dalam 
penelitian ini. 
2. SPESIFIKASI PENELITIAN 
        Spesifikasi yang digunakan dalam  penelitian ini adalah deskriptif 
analitis, yaitu penelitian yang berdasarkan teori atau konsep yang 
bersifat umum, kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan tentang 
seperangkat data atau menunjukan komparasi atau hubungan 
seperangkat data yang lain. 
                                                          
24
 Soerjono Soekanto,1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI-Press, halaman 3 
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3. PENELITIAN LAPANGAN 
a. Data 
Perolehan data primer, yaitu data yang terkait tentang segala sesuatu 
yang ada kaitannya komunitas /masyarakat Samin (sedulur Sikep) di 
Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus,  Jawa Tengah. 
b.  Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Jawa Tengah  dengan fokus 
penelitian pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, masyarakat adat 
Samin di Jawa Tengah (Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, Kabupaten 
Kudus) . 
4. SUMBER DAN JENIS DATA 
Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) 
macam, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer 
dalam penelitian  ini diperoleh secara langsung dari informan melalui 
wawancara/FGD (Forum Group Discussion) yang dilakukan bersama 
dengan para pengajar hukum perdata di Bagian Keperdataan Fakultas 
Hukum Undip, khususnya dosen hukum perkawinan (hukum keluarga), 
yang dilaksanakan setelah penelitian atau observasi lapangan. Data sekunder 
dapat diperoleh dengan melakukan studi pustaka yang bersumber pada 
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 
a. Bahan hukum primer, yaitu berupa bahan hukum yang mengikat:  
1) Norma dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. 
2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
3) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Peraturan  
Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Catatan Sipil 
5) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Penataan dan 
Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil. 
6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 
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b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang 
memberikanpenjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri atas: 
Berbagai studi dokumen mengenai masyarakat adat Samin (Sedulur 
Sikep),kearifan lokal, berbagai tulisan dan penelitian terdahulu yang  
telah lakukan. 
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder: Kamus 
Hukum, Kamus Bahasa Inggris, dan website. 
5. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 
Teknik pengumpulan data itu sendiri terdiri atas observasi 
(observation), wawancara (interview) yang mendalam, angket 
(questionary), dan dokumentasi (documentation). Penelitian mengenai 
Implemenasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 
terhadap Pelaksaan Perkawinan  Masyarakat Samin di Jawa Tengah 
menggunakan tehnik : 
a. Observasi ( Observation) 
Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 
gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik 
pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan 
dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) 
dan kesahihannya (validitas). Observasi dilakukan di lingkup kegiatan 
Dinas Pariwisata dan  Kebudayaan (Dinporabudpar), Komunitas Samin di 
Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, Komunitas 
Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo  Kabupaten Pati, Komunitas 
Samin di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Jenis 
pengamatan terlibat yang digunakan dalam penelitian ini adalah keterlibatan 
pasif, artinya peneliti tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
oleh Masyarakat Adat Samin yang diamatinya, tetapi keterlibatannya 
dengan para ketua komunitas Adat Samin dan anggota masyarakat adat 
Samin yang terutama telah melaksanakan perkawinan. 
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         b.Wawancara (Interview)
25
 
Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data 
atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan dalam 
hal ini pejabat Dinas Pariwisata dan  Kebudayaan (Dinporabudpar), ketua 
masyarakat adat Samin di Jawa Tengah (Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, 
Kabupaten Kudus) antara lain Bapak Gunretno beserta istri, Bapak Sumardi, 
Bapak Kumari, Bapak Budi Santoso, Mbah Wargono, dan masyarakat adat 
Sedulur Sikep lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, serta Plt pada 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yakni Bapak Putut Winarno dan 
Bapak Rubiyanto,dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang 
topik yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan 
berulang-ulang. 
Sedangkan untuk data sekunder selain studi dokumen (peraturan 
perundang-undangan) juga wawancara berstruktur dengan informan yang 
mempunyai pengetahuan yang luas tentang fokus penelitian untuk 
mengetahui Implementasi Putusan MK NO 97/PPU-XIV/2016 Terhadap 
Pelaksanaan Perkawinan Pada Masyarakat Sedulur Sikep (Samin) Jawa 
Tengah. 
c. Dokumentasi(Documentation) 
Teknik pengumpulan data dengan studi  dokumentasi ialah 
pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Keuntungan 
menggunakan dokumentasi ialah biayanya relatif lebih murah, waktu dan 
tenaga lebih efisien. Sedangkan kelemahannya ialah data yang diambil dari 
dokumen cenderung sudah lama, dan kalau ada yang salah cetak, maka 
peneliti ikut salah pula mengambil datanya. Data yang dikumpulkan dengan 
teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data 
yang dikumpulkan dengan teknik observasi, dan wawancara cenderung 
merupakan data primer atau data langsung didapat dari pihak pertama. 
                                                          
25
 Heru Irianto dan Burhan Bungin, “Pokok-Pokok Penting tentang Wawancara” dalam Burhan 
Bungin (editor), Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian 
Kontemporer, 2001, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, Halaman 110. 
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6.ANALISA DATA 
Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang 
dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan 
disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil 
dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir 
yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik 
kesimpulan secara khusus. Alasannya cara berpikir deduktif cara proses 
berpikir yang bertolak dari sesuatu yang umum ( prinsip, hukum, teori, 
keyakinan ) menuju hal yang khusus. Hal yang khusus itu mengenai 
pelaksanaan perkawinan Masyarakat Adat Samin di Jawa Tengah. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
I. Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Adat Samin (Sedulur Sikep) di 
Jawa Tengah Sebelum Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 
A. Penyebaran Masyarakat Samin di Jawa Tengah 
  Masyarakat Samin memiliki pemimpin yang dikenal dengan nama 
Ki Samin Surosentiko yang berasal dari Desa Klopoduwur, Kecamatan 
Banjarejo, Kabupaten Blora, yang merupakan cucu dari Bupati Wedono 
Blora kala itu, yakni Raden Mas Adipati Brotodiningrat.  
  Ki Samin dianggap sebagai sesepuh, orang tua, pemimpin, 
sekaligus guru kebatinan di desa Klopoduwur, yang kemudian 
mengajarkan ajaran-ajaran kebatinan kepada masyarakat Samin dengan 
tujuan melakukan perlawanan kepada pemerintahan kolonial 
Belanda.Ajaran-ajaran ini disebut dengan Saminisme.Dari Klopoduwur, 
ajaran Saminisme oleh Samin Surosentiko ini mulai berkembang ke 
berbagai daerah baik di dalam maupun di luar daerah Blora. Diantaraya, 
Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Madiun, Jember, Banyuwangi, Pati, 
Kudus, Grobogan, Rembang, Brebes, dan lain-lain. 
  Ajaran-ajaran Saminisme ini mengajarkan prinsip-prinsip dan 
pedoman agar selalu hidup dalam kesederhanaan.Kitab suci dari 
masyarakat Samin ini disebut dengan Serat Jamuskalimasada. 
 
 
 
 
 
 
Serat 
Jamuskalimasada 
 
Serat Punjer 
Kawitan 
 Serat Uri-uri 
Pambudi 
 Serat Jati Sawit 
 
Serat Lampahing 
Urip 
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Karakter kepribadian yang dilakukan seorang masyarakat Samin/ 
Sedulur Sikep dibagi yakni : 
a. Samin Sangkak; masyarakat Samin yang jika berinteraksi 
dengan pihak lain dalam memberikan jawaban menggunakan 
kirotoboso. Misalnya: teko ngendi, dijawab: teko mburi (dari 
mana?, dijawab: dari belakang). Lungo ngendi, dijawab: lungo 
ngarep (dari mana?, dijawab: ke depan).   
b. Samin Ampeng-ampeng atau Samin Grogol; yakni mengaku 
Samin, perilakunya tidak sebagaimana ajaran Samin atau jika 
berbicara seperti Samin (sangkak) perilakunya tidak seperti 
Samin sejati. 
c. Samin Samiroto, mengaku Samin, akan tetapi serba bisa, 
menjadi Samin sebenarnya sekaligus dapat juga mengikuti adat 
non-Samin.  
d. Samin Sejati atau dlejet; Samin yang berpegang pada prinsip 
Samin sebenarnya. Berdasarkan uraian di atas, Masyarakat 
Sedulur Sikep Desa Baturejo, Sukolilo, Pati memiliki karakter 
terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Samin/Sedulur Sikep Sejati atau 
dlejet dan Samin/Sedulur Sikep Samiroto. 
 
1. Masyarakat Sedulur Sikep di Desa Ngawen dan Klopoduwur, 
Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora 
Blora adalah kabupaten di ProvinsiJawa Tengah.Ibukotanya 
adalah Blora, sekitar 127 km sebelah timur Semarang.Berada di 
bagian timur Jawa Tengah, Kabupaten Blora berbatasan langsung 
dengan Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan 
Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati di utara, Kabupaten Tuban 
dan Kabupaten Bojonegoro (Jawa Timur) di sebelah timur, 
Kabupaten Ngawi (Jawa Timur) di selatan, serta Kabupaten 
Grobogan di barat. Blok Cepu, daerah penghasil minyak bumi paling 
utama di Pulau Jawa, terdapat di bagian timur Kabupaten Blora. 
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Wilayah Kabupaten Blora terdiri atas dataran rendah dan 
perbukitan dengan ketinggian 20-280 meter dpl.Bagian utara 
merupakan kawasan perbukitan, bagian dari rangkaian Pegunungan 
Kapur Utara.Bagian selatan juga berupa perbukitan kapur yang 
merupakan bagian dari Pegunungan Kendeng, yang membentang 
dari timur Semarang hingga Lamongan (Jawa Timur).Ibukota 
kabupaten Blora sendiri terletak di cekungan Pegunungan Kapur 
Utara. 
Separuh dari wilayah Kabupaten Blora merupakan kawasan 
hutan, terutama di bagian utara, timur, dan selatan.Dataran rendah di 
bagian tengah umumnya merupakan areal persawahan.Dengan 
kondisi alam yang demikian ternyata Blora menyimpan keragaman 
tradisi yang kuat. Salah satunya di desa Klopoduwur, Kecamatan 
Banjarejo, Kabupaten Blora, sekitar 7 km dari pusat kota Blora. Di 
desa tersebut terdapat sekelompok masyarakat yang dipandang unik 
oleh sebagian orang.Masyarakat tersebut dijuluki sebagai masyarakat 
Samin. 
Anggota dari komunitas masyarakat Samin dikenal dengan 
julukan Wong Samin, Wong Sikep, atau Wong Adam.
26
 
 
Sebutan/ julukan Alasan 
Wong Samin Karena masyarakat ini 
merupakan pengikut dari Samin 
Surosentiko. 
Wong Sikep Karena sikap diam mereka yang 
disertai dengan tindakan 
mengucilkan diri dari komunitas 
masyarakat biasa. 
Sikep berarti isine sing diakep. 
                                                          
26
 Dr. Mukodi dan Afid Burhanuddin, Pendidikan Samin Surosentiko, 2015, Yogyakarta: Lentera 
Kreasindo.  
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Wong Adam Karena komunitas ini mengaku 
sebagai pengikut Agama Adam. 
 
Persebaran masyarakat Samin di wilayah Kabupaten Blora 
setelah Klopoduwur diawali dari Randhubiatung ke Menden. 
Selanjutnya ke daerah Kedhungtuban, Sambong, Jiken, Jepen, Blora, 
Tanjungan Ngawen, Todanan, Kunduran, Bangreja, dan Doplang. 
Selama satu dasa warsa keluarga Samin menyebar sampai ke luar 
wilayah Kabupaten Blora, antara lain, Kudus, Pati, Rembang, 
Bojonegara, Ngawi. Tahun 1917 Asisten Residen Tuban, J.E. Jepen 
melaporkan bahwa pesebaran masyarakat Samin itu dilatar belakangi 
oleh faktor ekonomi. Jesper dalam laporannya memberikan catatan 
kasar bahwa, keluarga Samin yang berada dan tinggal di luar 
wilayah Kabupaten Blora ada 283 keluarga, yakni meliputi wilayah 
Bojonegara, Pati, Rembang, Kudus, Ngawi, Grobogan (Benda & 
Castles, 1969:214). 
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Berikut merupakan gambaran-gambaran mengenai Desa 
Ngawen dan Klopoduwur yang Penulis teliti. 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Gapura Masuk ke Dukuh Karangpace, Desa Klopoduwur, Kecamatan 
Banjarejo, Kabupaten Blora 
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Gambar 2. Pendopo Sedulur Sikep Dukuh Karangpace sebagai tempat berkumpul 
masyarakat Samin Karangpace 
 
 
Gambar 3.Rumah tinggal seorang tokoh masyarakat Samin di Karangpace 
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Gambar 4. Rumah tinggal masyarakat Samin di Desa Ngawen 
 
2. Masyarakat Sedulur Sikep di Desa Baturejo, Kecamatan 
Sukolilo, Kabupaten Pati  
Desa Baturejo terletak di wilayah kecamatan Sukolilo bagian 
tengah. Desa ini di sebelah utara berbatasan dengan wilayah 
Kabupaten Kudus, sebelah timur dengan Desa Gadurejo, sebelah 
selatan dengan Desa Sukolilo dan sebelah barat dengan Desa Wotan. 
Desa Baturejo terdiri dari empat dusun yaitu, Dusun Bombong, 
Dusun Ronggo, Dusun Mulyoharjo, dan Dusun Bacem. Wilayah 
desa ini memiliki kemiringan 8% dan berada pada 150-120 meter di 
atas permukaan air laut. Luas desa Baturejo adalah 946,50 ha. 
Sebagian besar wilayah desa ini, + sekitar 90% atau 845 ha, 
didominasi oleh lahan pertanian. 
Berdasarkan jumlah penduduk di Kecamatan Sukolilo Kabupaten 
Pati pada tahun 2010, tercatat sebanyak 84.915 jiwa, terdiri atas 
41.870 laki-laki dan 43.043 perempuan. Dari enam belas desa yang 
ada di Kecamatan Sukolilo, Desa Sukolilo memiliki jumlah 
penduduk lebih banyak jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya 
di wilayah Kecamatan Sukolilo, yaitu sebanyak 11.596 jiwa, 
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sedangkan desa yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit di 
Kecamatan Sukolilo adalah Desa Gadudero, yaitu sebanyak 2.229 
jiwa.9  Penduduk Desa Baturejo, Sukolilo, Pati pada tahun 2013 
sebesar 6.479 jiwa. Menurut Manio Masyarakat Sedulur Sikep 
bertempat di desa Baturejo, Sukolilo, Pati memiliki penduduk 
sebanyak kurang lebih 800 orang. Mereka hidup saling 
berdampingan, rukun, dan saling membantu satu sama lain 
(seduluran).    
Berikut ini merupakan gambaran informasi mengenai 
masyarakat Samin di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, 
Kabupaten Pati. 
 
 
Gambar 5. Gapura masuk ke Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati 
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Gambar 6. Tampak depan tempat tinggal Bapak Gunretno 
 
 
Gambar 7. Tampak depan tempat tinggal Bapak Gunretno yang berbentuk joglo 
yang sangat kental dengan adat jawa 
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Gambar 8. Pintu masuk menuju rumah Bapak Gunretno 
 
 
Gambar 9.Gambaran sesepuh masyarakat Samin yang bernama Samin 
Surosentiko 
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Gambar 10. Potret keluarga besar Bapak Gunretno 
 
 
Gambar 11. Potret anak-anak Samin saat berlatih gamelan 
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Gambar 12. Potret pertemuan Bapak Gunretno dengan Kepala Staff Kepresidenan 
Indonesia, yakni Bapak Moeldoko 
 
 
Gambar 13. Istri Bapak Gunretno 
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Gambar 14. Bapak Sumardi (Mertua) 
 
 
Gambar 15. Suasana saat Penulis mewawancarai Bapak dan Ibu Gunretno 
 
 49 
 
 
Gambar 16. Profil masyarakat Samin anak-anak Mbah Wargono (masyarakat 
Samin Kabupaten Kudus), Bapak Gunretno dan Ibu Gunarti 
 
 
Gambar 17. Rumah Bapak Gunretno tidak jarang menjadi tempat singgah 
wisatawan asing 
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Gambar 18.Ibu Gunarti menghidangkan makan siang untuk para tamu dengan 
masakan tradisional khas pedesaan 
 
Gambar 19.Suasana rumah Bapak Gunretno ketika kedatangan tamu dari luar 
negeri untuk melakukan riset budaya terhadap masyarakat Samin 
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Gambar 20. Suasana hangat kekeluargaan di rumah Bapak Gunretno 
 
 
Gambar 21.Omah Kendeng sebagai rumah yang sering digunakan masyarakat 
Samin untuk menjamu tamu yang datang baik dari dalam maupun luar negeri 
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Gambar 22. Prasasti peresmian Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan 
“Simbar Wareh” oleh Asisten Deputi Menteri Urusan Partisipasi Masyarakat dan 
Lembaga Kemasyarakatan sejak tahun 2009 di dinding depan Omah Kendeng 
 
 
Gambar 23.Foto closed upPrasasti KPPL “Simbar Wareh” di dinding depan Omah 
Kendeng 
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Gambar 24. Tata tertib dibuat dalam bahasa jawa 
 
 
Gambar 25. Suasana di dalam Omah Kendeng 
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Gambar 26. Suasana meja makan di dalam Omah Kendeng 
 
 
Gambar 27. Potret kehidupan bermain anak-anak Samin Desa Baturejo 
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3. Masyarakat Sedulur Sikep di Desa Karangrowo dan Desa 
Larikrejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus 
 
 
Gambar 28. Peta tipografi Kabupaten Kudus 
 
  Kudus merupakan kabupaten terkecil di Jawa Tengah 
dengan luas wilayah mencapai 42.516 Ha/ 425,17 km
2
 atau sekitar 
1,31 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Meski begitu, kota 
Kudus mengukir beragam sejarah hebat di dalamnya, mulai dari 
sejarah keagamaan hingga kebudayaan. 
  Gerakan Samin di Jawa Tengah memang lebih dikenal luas 
di dua daerah saja yaitu Blora dan Pati, namun masyarakat Samin 
di Kudus juga memiliki hubungan yang erat dengan Samin di 
kedua daerah ini.Terdapat tiga tokoh penting yang cukup dikenal 
dalam upaya penyebaran ajaran Samin di Kudus, antara lain Sosar 
(Desa Kutuk), Radiwongso (Dukuh Kaliyoso), dan Proyongaden 
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(Desa Larekrejo).Ketiga desa tersebut tercatat sebagai bagian dari 
kecamatan Udaan, Kabupaten Kudus. Ketiga tokoh tersebut berasal 
dari Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, 
Jawa Tengah, yang masing-masing berguru pada Samin 
Surosentiko sebagai tetua di Blora. Tidak lama setelah berguru 
mereka melakukan hijrah ke kota Kudus untuk menyebarkan ajaran 
Saminisme ini kepada masyarakat Kudus sebagai bentuk 
perlawanan atas kesewenang-wenangan Belanda di kota Kudus 
kala itu, sehingga dapat dikatakan bahwa Samin Kudus juga erat 
kaitannya dengan masyarakat Samin di Blora sebab ketiga tokoh 
penyebar ajaran Saminisme di Kudus ini lahir dan dibesarkan di 
Blora, Jawa Tengah. 
  Berikut merupakan beberapa gambaran mengenai 
masyarakat Samin di Kudus. 
 
 
Gambar 29. Tampak depan rumah Mbah Wargono 
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  Gambar 30.Mbah Wargono dan istri 
 
 
Gambar 31. Potret sesepuh masyarakat Samin 
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Gambar 32. Foto bersama dengan Mbah Wargono beserta istri 
 
1) Perkawinan Masyarakat Adat Samin (Sedulur Sikep) 
G. Praktik Perkawinan Adat Samin 
Perjodohan umumnya pada masyarakat Samin Kudus 
diambilkan dari sesama pengikut Samin (tunggal bibit). Pilihan 
itu, dilatarbelakangi oleh intensitas berinteraksi di antara warga 
Samin sendiri, berdasarkan pada prinsip angan-angan dalam 
benak (partikel), dipertimbangkan secara mendalam (artikel), 
dilampiaskan dalam komunikasi verbal (pengucap), dan 
ditindaklanjuti perkawinan (laku/kelakuan). Dalam pernikahan 
antar pengikut Samin, mereka memiliki janji yakni janji 
sepisan kanggo selawase. Adapun tahapan perkawinan model 
Samin meliputi, nyumuk, ngendek, nyuwito, diseksekno, dan 
tingkep. 
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1) Nyumuk 
Nyumuk adalah kedatangan keluarga (calon) kemanten 
putra ke keluarga (calon) kemanten putri untuk 
menanyakan keberadaan calon menantu, apakah sudah 
mempunyai calon suami atau masih gadis (legan).Jika 
belum memiliki calon suami, diharapkan menjadi calon 
menantunya.Selanjutnya, pihak keluarga calon kemanten 
putra menentukan hari untuk ngendek. Proses nyumuk tidak 
disertai calon kemanten putra. Biasanya, kedatangan 
mereka tidak menyertakan banyak saudara atau teman, 
tidak sebagaimana ketika acara ngendek. 
2) Ngendek  
Ngendek adalah pernyataan calon besan dari keluarga 
kemanten putra kepada bapak-ibu (calon) kemanten putri, 
menindaklanjuti forum nyumuk.Pelaksanaan ngendek 
diawali pernyataan calon kemanten putra kepada 
bapakibunya (di rumahnya calon kemanten putri) bahwa 
dirinya berkeinginan mempersunting seorang 
putri.Sedangkan ibu kemanten putra (biasanya) memberi 
mahar kepada calon kemanten putri (calon menantu) 
sebagai tanda telah diendek (diwatesi).Ngendek dihadiri 
tokoh Samin, keluarga Samin, dan tetangganya yang 
berajaran Samin dan nonsamin. 
Dalam prosesi ngendek, besan (keluarga dari calon 
kemanten putra) kedatangannya membawa „buah tangan‟ 
yang biasanya berupa hasil bumi dan jenis makanan yang 
biasanya dihidangkan bagi tamu. Prosesi ngendek, 
diungkapkan dengan penyataan berikut:  
“Kang, anggonku mrene sak rombongan duwe karep, siji, 
pingin merohi kahanane sedulurku ing kene, opo yo podo 
sehat kewarasan, semono ugo aku sak rombongan 
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kahanane wilujeng-sehat, nomer loro, aku duwe karep, 
minongko nggenepi karepe anak ku lanang kang aran ... 
(menyebut nama) nekok ake, opo turunmu wong jeneng 
wedok pengaran ....(menyebut nama), wes duwe calon? 
Yen durung, bakal dikarepake turunku.” 
Pernyataan tersebut dijawab oleh calon besan (bapak 
kemanten putri): “Turunku ..... legan”. Pernyataan 
dilanjutkan tokoh Samin bahwa prosesi ngendek sudah 
disaksikan oleh forum, sekaligus memberikan pesan 
(sesorah) agar kedua calon besan sabar menunggu menuju 
proses perkawinan/nyuwito. Setelah prosesi ngendek 
berakhir, tuan rumah mempersilahkan tamu menikmati 
hidangan yang disediakan.  
3) Nyuwito-Ngawulo  
Hari dilangsungkan perkawinan dilaksanakan dengan 
didasari niat kemanten putra untuk meneruskan keturunan 
(wiji sejati, titine anak Adam).Setelah pasuwitan, biasanya 
kemanten putra hidup bersama keluarga kemanten putri 
dalam satu rumah (ngawulo), atau kemanten putri hidup 
bersama keluarga kemanten putra.Penempatan tersebut 
berdasarkan kesepakatan antarbesan.Jika (besan) hanya 
memiliki seorang anak putra, biasanya kemanten putri 
nyuwito di rumah kemanten putra, begitu pula sebaliknya. 
Selama proses ngawulo, kemanten membantu 
melaksanakan pekerjaan yang dilaksanakan mertuanya.  
Rentang waktu nyuwito, tidak dibatasi waktu dan 
ditentukan oleh kedua kemanten jika sudah cocok ditandai 
keduanya telah berhubungan intim. Proses nyuwito, pada 
dasarnya adalah masa menuju kecocokan kedua belah 
pihak, sehingga apabila kedua pihak tidak menemui 
kecocokan, maka tidak melanjutkan tahapan menuju 
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paseksen. Sebagaimana dilakukan oleh Bpk. Sarno (warga 
Desa Larekrejo, Kudus) dengan Ibu Sukrimi (warga 
Kaliyoso, Kudus) dan Bpk. Slamet (warga Desa Larekrejo, 
Kudus) dengan Ibu Sukarti (warga Kaliyoso, Kudus). 
4) Paseksen  
Paseksen adalah forum ungkapan kemanten putra di 
hadapan mertua yang dihadiri kemanten putri, keluarga, dan 
tamu undangan warga Samin dan nonsamin di rumah 
kemanten putri. Pertama, pernyataan tuan rumah (besan/ 
bapak kemanten putri) sebagai berikut:  
“Dumateng sedulur kulo sedoyo, poro mbah, poro bapak, 
ibu, kadang kulo seng pernah nem, jaler miwah estri sing 
wonten mondoane kulo mriki. Kulo niki gadah kondo mangke 
do ndiko sekseni. Kulo duwe turun wong jeneng wedok 
pengaran... (menyebutkan nama), empun di- jawab wong 
jeneng lanang pengaran ...(menyebut nama). Kulo empon 
ngelegaake, yen miturut kandane wong jeneng lanang 
pengaran ... turune tatanane wong sikep rabi pun dilakoni.”  
 
Selanjutnya dijawab tamu yang hadir atau forum: “Nggih.”  
Lalu ditegaskan lagi:  
“Niku kondo kulo do ndiko sekseni piyambak.” 
Dijawab kembali oleh forum: “Nggih.”  
 
Kedua, pernyataan kemanten putra, berupa syahadat, yakni:  
“Kulo duwe kondo ndiko sekseni. Kulo ajeng ngandaake 
syahadat kulo: kulo wong jeneng lanang pengaran ..., toto-
toto noto wong jeneng wedok pengaran ...(menyebut nama). 
Kulo sampun kukuh jawab demen janji, janji sepisan kanggo 
selawase, inggih niku kondo kulo ndiko sekseni.” Dijawab 
forum: “Yo, Le..) 
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Ketiga, doa tokoh Samin (nyintreni) untuk keselamatan bagi 
kedua mempelai. Setelah itu, dilanjutkan acara brokohan. 
Namun dalam praktik yang terjadi ada tahapan yang tidak 
dilaksanakan atau tidak dilanjutkan karena sebab tertentu.Misalnya, 
perkawinan antara Agus Gunawan dengan Anita Rahayu 
berdasarkan pilihan anak, tidak melalui prosesi perkawinan Samin 
secara utuh yakni tanpa nyumuk dan ngendek oleh orangtua 
kandungnya.Adapun prosesi nyuwito dilakukan oleh Agus sendiri, 
tidak oleh orang tuanya (Bpk. Wargono).Berdasarkan pengakuan 
ibu Anita, Masinah, bahwa saat ngendek Anita masih balita 
sehingga muncul kesepakatan kalau ada perubahan nantinya, dan 
keluarga calon besan memahaminya. 
Begitu pula, halnya yang dialami Gumani (putra Bpk. Sumar) 
yang telah nyumuk dengan Fitriya Kiki Fatmala (Putri 
Bpk.Maniyo) dari Kab.Pati.Fitri pasca di-sumuk oleh Gumani 
merasa tidak cocok, sehingga tidak melanjutkan tahapan 
perkawinan berikutnya, ngendek dan seterusnya. Sebagaimana 
pernyataan Bpk. Maniyo kepada Bpk. Sumar:  
“Kulo pengen sumerep kahanane Jenengan, nopo sami seger 
kewarasan. Semonten ugi kulo seger kewarasan.Kapindone, 
putri kulo mboten purun jejodohan kalayan Gumani, 
tinimbang dipun pekso.Pangapuntene.” 
Dijawab oleh Bpk. Sumar: “Pancen durung jodone 
yo…Maniyo. Senajan ora sido dadi besan, seduluran tetep mbok 
lanturno.” Dibalas oleh Bpk. Maniyo: “Inggih, kulo mboten bade 
supe, mboten bade kulo pedot.” 
Adapun pernyataan Gumani: “Kranten roso mboten saget 
dipekso , kersane menawi kulo mangkeh wonten ingkang luweh sae 
kagem kulo lan kagem dek Pipit (Fitriya).” 
Jadi dengan tidak dilanjutkannya tahapan dan prosesi 
perkawinan tersebut, tidak menyisakan persoalan.Sebagaimana 
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„pandangan‟ penulis dalam penggalian data, pasca pemutusan 
nyumuk. 
 
B. Kepercayaan atau Agama yang dianut dalam hal sebagai 
syarat sahnya perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan 
Dalam konteks penganut Kepercayaan di Kabupaten Kudus, 
berdasarkan petikan Keputusan Direktur Kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa, Dirjen NBSF 
No.120/SK/Dit.Kep/NBSF/XI/07 tanggal 1/11/2007 tentang 
penetapan pemuka penghayat kepercayaan yang memutuskan nama 
pemuka penghayat kepercayaan Sapta Darma Kab. Kudus adalah 
Bpk. Nurlan. Jika ditelaah bahwa agama yang didaku pemeluk 
Samin (agama Adam) dalam perspektif pemerintah dikategorikan 
aliran kepercayaan, sehingga harus taat terhadap Surat Edaran 
tersebut. 
Sesuai dengan fakta yang diteliti bahwa kekakuan atas 
berlakunya hukum adat Samin atas adanya ketentuan UU tentang 
perkawinan berbeda-beda menurut berkembangnya zaman. Seperti 
halnya penyebaran suku Samin di Blora sudah mengalami banyak 
keterbukaan dalam hal pelaksanaan ketentuan perkawinan. Pada 
masyarakat Samin di Blora khususnya di Desa Klopodhuwur ini 
sudah berkenan untuk mengikuti isi ketentuan UU Perkawinan 
mengenai syarat sahnya perkawinan sebagaimana tercantum dalam 
Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974. Mereka melaksanakan perkawinan 
dengan menggunakan prosesi keagamaan sebagaimana diatur 
dalam ketentuan agama yang diakui oleh negara. Kebanyakan 
masyarakat adat Samin di Blora menikah dengan ketentuan agama 
Islam dan dinikahkan oleh penghulu yang ditunjuk dari Kantor 
Urusan Agama setempat dan kemudian dicatatkan kepada negara 
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sehingga perkawinan yang dilakukan sah menurut agama dan juga 
negara. Namun tidak menutup kemungkinan apabila masyarakat 
juga ingin dinikahkan dengan menggunakan prosesi agama lain 
selain Islam. Walaupun dinikahkan dengan proses keagamaan 
namun dalam kehidupan sehari-harinya mereka masih 
menggunakan kebiasaan kepercayaan yang mereka anut yakni yang 
sering mereka sebut dengan agama Adam. Kepercayaan yang 
mereka anut ini mereka sebut dengan agama Adam karena mereka 
menginginkan agar kepercayaan yang mereka anut tersebut agar 
dapat dirumuskan sebagai suatu agama yang sah di Indonesia. 
Namun syarat untuk dirumuskannya sebagai suatu agama bukan 
merupakan suatu perkara mudah dan sembarangan. Secara formal, 
tidak ada undang-undang yang secara khusus menetapkan syarat 
suatu hal dapat dikatakan sebagai agama, negara justru 
memberikan keterbukaan apabila di negara Indonesia sendiri 
terdapat beberapa agama atau kepercayaan yang hidup 
berdampingan selain apa yang dicantumkan di dalam UU No 1 
Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau 
Penodaan Agama (UU 1/PNPS/1965) yang menyatakan bahwa 
agama yang diakui di Indonesia hanya ada 6 (enam) antara lain 
agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu 
(Confusius), sepanjang keragaman di luar UU PNPS tersebut tidak 
mengganggu dan tidak bertentangan dengan kepentingan dalam 
berkehidupan dan berkebangsaan yang rukun dan sejahtera serta 
tidak menciderai nilai-nilai yang dijunjung di Indonesia yang 
berdasar atas nilai-nilai dalam Pancasila. 
Dengan adanya keterbukaan masyarakat Samin Blora khsusnya 
di Desa Klopodhuwur mengenai kepatuhan terhadap UU 
Perkawinan tersebut, masih terdapat juga sekelompok masyarakat 
Samin di Kabupaten Blora, Pati, dan Kudus yang lain, yang masih 
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melakukan perkawinan sesuai kepercayaan mereka sejak zaman 
dahulu dimana belum mengenal UU Perkawinan. Mereka menikah 
dengan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama maupun Kantor 
Catatan Sipil.Mereka melakukan pernikahan cukup dengan 
disaksikan oleh keluarga dari masing-masing kedua belah pihak 
dengan prosesi sebagaimana telah Penulis uraikan di atas, yang 
mana apabila dikaji secara agama hal tersebut tentu bertentangan 
dengan nilai suatu agama manapun. 
Apabila berpijak pada UU No.1/ 1974 tentang Perkawinan, 
terdapat hal „krusial‟ yang perlu diklarifikasi.Pertama, Pasal 2 (1) 
tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang 
berlaku.Samin Kudus tidak mengenal pencatatan pernikahan 
karena tidak diajarkan leluhurnya.Kedua, Pasal 7 (1) perkawinan 
hanya diijinkan jika pihak pria (minimal) mencapai umur 19 tahun 
dan pihak wanita (minimal) mencapai umur 16 tahun. Masyarakat 
Samin beranggapan usia calon mempelai tidak memiliki batas 
minimal. usia dan standar dilangsungkannya pernikahan ketika 
mereka siap menikah. Adapun strata usianya terpilah adam timur, 
adam brahi, dan wong sikep kukuh wali adam. Adam timur adalah 
generasi Samin yang belum dewasa, belum memiliki „rasa‟ dengan 
lain jenis. Sedangkan adam brahi adalah generasi Samin yang telah 
dewasa dan memiliki „rasa‟ terhadap lawan jenis. Adapun wong 
sikep kukuh wali Adam adalah orang Samin yang telah 
berkeluarga. Menurut Pasal 26 (1) perkawinan dilangsungkan di 
muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, dapat 
dibatalkan. Samin Kudus memegang prinsip tanpa menghadirkan 
petugas KUA atau Kantor Catatan Sipil karena mengikuti tradisi 
moyangnya.Keempat, Pasal 28 (1) batalnya perkawinan setelah 
keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Batalnya 
perkawinan versi masyarakat Samin jika kedua mempelai berpisah 
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secara alamiah karena berbagai hal, sehingga (mantan) suami 
menyerahkan (mantan) istrinya kepada (mantan) mertuanya. 
Kelima, Pasal 29 (1) pada waktu atau sebelum perkawinan 
dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat 
mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat 
perkawinan. Masyarakat Samin pun tidak disentuh oleh budaya 
tulis-menulis dalam proses pernikahan karena budaya leluhurnya 
tidak mengajarkan pencatatan perkawinan. Begitu pula dalam UU 
No.23/2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 (1) 
perkawinan yang sah menurut peraturan perundangan wajib 
dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat 
terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal 
perkawinan. Ayat (2) sebagaimana ayat (1) pejabat pencatatan sipil 
mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan 
akta perkawinan. Ayat (3) kutipan akta tersebut masingmasing 
diberikan kepada suami dan istri.Ayat (4) pelaporan sebagaimana 
ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA 
kecamatan.Ayat (5) data hasil pencatatan wajib disampaikan KUA 
kecamatan kepada instansi pelaksana dalam waktu paling lambat 
10 hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.Pasal 36 dalam 
hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, 
pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan 
pengadilan.UU No.23/2006 tersebut tidak menjadi bagian praktik 
perkawinan masyarakat Samin Kudus.Tetapi hukum „adatnya‟ 
yang diberlakukan dalam tradisinya. 
 
II. Implementasi Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 terhadap 
Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Adat Samin (Sedulur Sikep ) 
di Jawa Tengah 
Dengan dikeluarkannya Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 maka 
penyetaraan kedudukan antara penghayat kepercayaan dan agama di 
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Indonesia sudah dapat diterapkan atau diimplementasikan terhadap 
pelaksanaan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
sehingga para penghayat kepercayaan yang aliran kepercayaannya 
tercantum dalam putusan ini harus tunduk dan taat terhadap segala 
ketentuan UUP. Peristiwa ini tentu juga berlaku bagi masyarakat Samin 
dimanapun mereka berada, tidak terkecuali bagi masyarakat Samin yang 
sebagaimana diketahui dari gambar tabel di bawah masyarakat Samin 
Blora mencatatkan aliran kepercayaannya sebagai kepercayaan Sedulur 
Sikep sedangkan masyarakat Samin di Pati dan Kudus belum berkenan 
untuk melakukan pencatatan kepercayaan karena mereka mengingkan 
agar kepercayaan mereka dapat diakui sebagai suatu agama di Indonesia, 
dengan apa yang mereka sebut dengan “Agama Adam”. 
Adapun daftar nama aliran kepercayaan tersebut antara lain 
sebagaimana berikut. 
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Gambar 33. Daftar Organisasi Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Blora 
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Gambar 34.Daftar Organisasi Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Kudus 
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Gambar 35. Daftar Organisasi Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Pati
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Namun pada prakteknya, berdasarkan hasil penelitian yang Penulis 
laksanakan bahwa pengimplementasian Putusan MK No.97/PUU-
XIV/2016 terhadap pelaksanaan perkawinan masyarakat adat Samin 
(sedulur sikep) di Jawa Tengah masih belum dapat diterapkan secara 
efektif. Hal ini dikarenakan masih sulitnya pembentukan pemahaman dan 
kesadaran masyarakat Samin akan pentingya kepatuhan terhadap 
ketentuan-ketentuan negara baik Undang-Undang maupun aturan hukum 
yang lain dalam kehidupan masyarakat tersebut, khususnya mengenai 
aturan- aturan dalam hukum perkawinan, dimana hal tersebut harus 
dilakukan guna menegakkan dan menjamin kepastian hukum di 
Indonesia. 
Adapun mengenai alasan-alasan tersebut di atas kami dasarkan atas 
hasil wawancara yang kami lakukan langsung kepada tokoh-tokoh 
masyarakat sebagai perwakilan masyarakat Samin baik di Kabupaten 
Blora, Pati, maupun Kudus, yang masing-masing adalah sebagai berikut. 
1. Desa Baturejo, Kec. Sukolilo, Kab. Pati 
Waktu pelaksanaan : 27 – 28 Juli 2018; 
Narasumber : Bapak Gunretno beserta istri, Bapak Sumardi 
(Mertua); 
Hasil penelitian  
- Bahwa perkawinan antara calon mempelai pria dan wanita 
dilaksanakan dengan adat masyarakat Samin; 
- Bahwa perkawinan dilaksanakan dengan tata cara keluarga 
calon mempelai pria mendatangi kediaman keluarga calon 
mempelai wanita secara langsung untuk menanyakan status si 
calon mempelai wanita apakah sudah memiliki calon ataukah 
belum (ngendek), yang secara lazim akan diutarakan sebagai 
berikut: 
“Minongko nggenepi karepe anak ku lanang kang aran ... 
(menyebut nama) nekok ake, opo turunmu wong jeneng 
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wedok pengaran ....(menyebut nama), wes duwe calon? Yen 
durung, bakal dikarepake turunku.” yang kemudian akan 
dijawab oleh keluarga calon mempelai wanita dengan sesuai 
keadaan. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah 
lamaran atau pinangan; 
- Bahwa setelah ngendek akan dilangsungkan prosesi 
pernikahan yang hanya dengan didasari dengan niat dan 
keyakinan diri dari calon mempelai pria (kemanten putra) 
untuk meneruskan keturunan (pasuwitan), kemudian 
sepasang pria dan wanita ini tinggal dalam satu atap dan 
dapat melaksanakan hubungan selayaknya suami-istri 
(walaupun pernikahan tersebut tidak didasari atas ketentuan 
suatu agama tertentu maupun undang-undang); 
- Bahwa adapun setelah dilakukannya hubungan suami-istri 
(nyumuk) ini masing-masing pihak pria dan wanita masih 
dapat menentukan apakah mereka cocok satu sama lain atau 
tidak. Jika masing-masing menyatakan cocok maka akan 
dilanjutkan prosesi paseksen atau peresmian yang disaksikan 
oleh forum yang tamu undangannya terdiri dari warga Samin 
maupun non-Samin, sedangkan jika tidak ditemukan 
kecocokan satu sama lain maka prosesi pernikahan akan 
dihentikan dan tidak dilanjutkan prosesi paseksen. Artinya, 
menurut adat Samin apabila wanita telah di-Sumuk oleh pria 
dan masing-masing menyatakan tidak adanya kecocokan 
antara kedua belah pihak maka hal tersebut tidak menyisakan 
persoalan bagi keduanya; 
- Bahwa atas perkawinan yang dapat dikatakan berhasil atau 
mencapai kata cocok satu sama lain, masyarakat Samin di 
Desa Baturejo ini belum pernah dan tidak ingin mencatatkan 
perkawinannya ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil meskipun telah adanya putusan MK No.97/PUU-
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XIV/2016 karena baginya perkawinan adalah sesuatu hal 
yang bersifat pribadi yang datangnya dari keinginan serta 
kepuasan diri sendiri dan pasangan hidupnya (yang penting 
niatnya); 
- Bahwa masyarakat Samin di desa Baturejo, kec. Sukolilo, 
Kab. Pati ini menginginkan agar kepercayaan yang mereka 
anut (yang mereka sebut sebagai Agama Adam) dapat 
disahkan sebagai agama baru di Indonesia bersama dengan 
ke-enam agama lainnya, yakni Islam, Kristen, Katholik, 
Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu (Confusius); 
- Bahwa dalam keterangan agama sebagaimana dicantumkan 
di KTP, bagi masyarakat Samin lebih memilih untuk 
dikosongkan atau tidak diisi keterangan apapun.
27
 
2. Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora 
Waktu pelaksanaan  :  11 – 12 Agustus 2018 
Narasumber    
a. Bapak Kumari (Dukuh Nggondel, Desa Ngawen) 
Hasil penelitian : 
Tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian yang didapat 
dalam wawancara dengan Bapak Gunretno yang masing-masing 
memiliki keinginan untuk mempertahankan kearifan lokal dan 
adat istiadat masyarakat Samin. 
b. Mbah Lasio (Dukuh Karangpace, Desa Klopoduwur) 
Hasil penelitian : 
- Bahwa masyarakat Samin di Desa Klopoduwur sudah mulai 
terbuka terhadap aturan-aturan Undang-Undang Perkawinan; 
- Bahwa sebagian masyarakat melakukan perkawinan dengan 2 
(dua) metode, antara lain sebagai berikut. 
                                                          
27
Diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan tokoh masyarakat Bp. Gunretno beserta istri di 
kediamannya, pada tanggal 27 – 28 Juli 2018, pukul 12.48 WIB – selesai. 
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i. Melangsungkan prosesi perkawinan secara keagamaan dan 
mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan 
Agama (KUA) maupun Dispendukcapil, sesuai dengan 
agama apa yang dipilih pada saat prosesi (yang sering 
digunakan untuk prosesi adalah agama Islam), sehingga 
perkawinan secara sah dilakukan sesuai ketentuan Pasal 2 
UUP. Setelah prosesi selesai, maka kedua belah pihak 
kembali ke kepercayaan sedulur sikep yang dianut. Tidak 
jarang bagi mereka yang melakukan prosesi pernikahan 
dengan metode ini memilih langsung masuk dan 
mengikuti ajaran agama tersebut, namun tentu ada 
konsekuensi atas keputusan tersebut, yakni mereka akan 
dikucilkan, dijauhi, bahkan dapat tidak dianggap lagi 
sebagai keturunan Samin (sedulur sikep). 
ii. Melangsungkan perkawinan dengan taat dan tunduk 
kepada ketentuan UUP dan putusan MK No.97/PUU-
XIV/2016 sebagai penghayat kepercayaan sedulur sikep 
sehingga perkawinan mereka juga dapat dinyatakan sah. 
- Bahwa masyarakat Samin di desa ini juga telah memiliki akta 
kelahiran sebab mereka mengerti akan pentingnya legalitas 
bagi kepentingan dan keberlangsungan hidup. 
 
3. Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus 
Waktu pelaksanaan : 19 – 21 November 2018 
Narasumber  
a. Mbah Wargono (Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo) 
Hasil penelitian : 
Inti dari hasil penelitian terhadap perkawinan masyarakat 
Samin di Desa Karangrowo, Dukuh Seti, Kec. Undaan, Kab. 
Kudus ini memiliki kesamaan dengan adat masyarakat Samin di 
Ds. Baturejo, Kec. Sukolilo, Kab. Pati sebagaimana telah 
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diuraikan pada angka 1.Kesamaan ini dikarenakan tokoh 
masyarakat yang kami wawancarai (Mbah Wargono) tersebut 
merupakan sesepuh dari Bp. Gunretno (tokoh masyarakat Samin 
di Ds. Baturejo, Kec. Sukolilo, Kab. Pati), dengan kata lain Bp. 
Gunretno lahir dan dibesarkan di desa Karangrowo, namun 
setelah menikah beliau tinggal bersama istri di Ds. Baturejo. 
b. Bapak Noor Hadi (Desa Larikrejo) 
Hasil penelitian : 
- Bahwa menurut narasumber di Desa Larikrejo masyarakat 
Samin yang diketuai Bapak Budi Santoso bersedia untuk 
mematuhi serta mengimplementasikan rumusan Undang-
Undang dengan didasari ketentuan dalam putusan MK 
No.97/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa kepercayaan 
sedulur sikep telah diakui dan dinyatakan sama 
kedudukannya di hadapan UU Perkawinan; 
- Bahwa menurut narasumber bapak Budi Santoso bersedia 
melaksanakan serta menghimbau masyarakat Samin untuk 
melakukan pencatatan atas perkawinan yang diselenggarakan 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan putusan MK 
tersebut guna menjamin kepastian hukum bagi masing-
masing kedua belah pihak dan keturunannya. 
 Dengan mengetahui serta memahami fakta-fakta tersebut di atas 
maka Penulis seakan menemukan suatu titik terang mengenai apa yang 
menjadi alasan atau penyebab tidak dicatatkannya perkawinan 
masyarakat Samin ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
(Dispendukcapil) sebagaimana dijelaskan oleh beberapa perwakilan dari 
Dispendukcapil di Kabupaten Pati, dan Kudus yang Penulis wawancarai 
yang menyatakan bahwa sampai saat ini belum adanya pencatatan 
perkawinan oleh masyarakat Samin, meskipun telah dikeluarkannya 
putusan MK No.97/PUU-XIV/2016terkait, dan keterangan-keterangan ini 
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kami peroleh dalam wawancara yang kami lakukan dalam agenda 
sebagai berikut. 
 
Tabel 1. Agenda wawancara 
No. 
Waktu 
pelaksanaan 
Tempat Narasumber Hasil wawancara 
1. 16 – 17 
November 
2018 
Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten 
Pati 
Bapak 
Rubiyanto 
Sampai saat ini belum 
pernah ada laporan 
dan upaya pencatatan 
perkawinan oleh 
masyarakat Samin di 
Kota Pati; 
Akta lahir anak dari 
masyarakat Samin 
hanya menyantumkan 
nama terang ibu saja. 
2. 21 
November 
2018 
Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten 
Kudus 
Bapak Putut 
Winarno (Plt) 
Sampai saat ini belum 
pernah ada laporan 
dan upaya pencatatan 
perkawinan oleh 
masyarakat Samin di 
Kota Pati; 
Akta lahir anak dari 
masyarakat Samin 
hanya menyantumkan 
nama terang ibu saja. 
 
 Menanggapi mengenai permintaan masyarakat Samin untuk 
diakuinya kepercayaan sedulur sikep sebagai agama Adam bukan 
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merupakan suatu perkara mudah.Baik secara formil maupun materiil 
memang belum pernah ditetapkan suatu syarat khusus mengenai 
pembentukan agama, namun untuk dapat menetapkan hal tersebut harus 
melalui banyak pertimbangan oleh Kementerian Agama Republik 
Indonesia. 
Mengenai hal pengesahan agama tersebut, Kepala Badan Litbang 
dan Diklat Kementerian Agama, Prof. H. Abd. Rahman Mas‟ud, dalam 
wawancara pers menyampaikan pernyataannya bahwa setidaknya ada 
empat persyaratan yang harus dimiliki sebuah kelompok keyakinan agar 
nantinya dapat diakui sebagai agama di Indonesia, antara lainkelompok 
keyakinan memiliki ajaran yang berbeda dengan yang lain, memiliki 
sistem peribadatan yang berbeda, memiliki umat yang jumlah 
minimumnya masih dalam kajian, serta memiliki organisasi yang 
mewakili mereka berkegiatan, dimana empat syarat ini masih dalam 
rumusan awal dan sedang dalam proses pengkajian sampai saat ini.
28
  
                                                          
28
Wawancara pers pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2018, dikutip dari 
https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/08/13/na8cr2-ini-syarat-agar-agama-diakui-
oleh-negara pada hari Jumat tanggal 30 November 2018. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Dari hasil observasi di lapangan dan studi pustaka yang Penulis 
laksanakan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut, 
1. Sebelum disahkan dan diberlakukannya Putusan MK No.97/PUU-
XIV/2016, pelaksanaan perkawinan masyarakat adat Samin umumnya 
dilaksanakan sesuai dengan tradisi adat Samin itu sendiri. Tradisi 
perkawinan adat Samin tersebut dilaksanakan dalam 5 (lima) tahapan, 
antara lain nyumuk, ngendek, nyuwito, diseksekno, dan tingkep. Sebelum 
adanya Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 yang menyatakan kesamaan 
kedudukan antara „kepercayaan diakui‟ dengan „agama‟ di mata hukum 
perkawinan, maka perkawinan masyarakat adat Samin dinyatakan tidak 
sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan, yang artinya bahwa perkawinan yang telah dijalankan 
dianggap bertentangan dengan hukum sehingga disinilah peran Putusan 
MK tersebut, yakni untuk menjamin kepastian hukum sehingga 
perkawinan yang akan dilaksanakan oleh para penghayat kepercayaan, 
khususnya dalam hal ini masyarakat adat Samin, di kemudian hari dapat 
menjadi sah dan diakui, karena peristiwa tersebut sangat berdampak bagi 
keberlangsungan hidup masing-masing individu di masa yang akan datang; 
2. Implementasi Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 tersebut hingga saat ini 
belum dapat dilaksanakan secara efektif. Berdasarkan fakta-fakta yang 
Penulis temukan, hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran dan 
pemahaman masing-masing individu masyarakat adat Samin terhadap 
pentingnya peranan suatu hukum dalam segala aspek kehidupannya, 
termasuk terhadap hukum perkawinan itu sendiri.  
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Faktanya, hingga saat ini hanya terdapat beberapa masyarakat adat Samin 
di Blora saja yang telah patuh dan tunduk terhadap ketentuan hukum 
perkawinan. Mereka telah mencatatkan kepercayaan yang mereka anut ke 
Pemerintah Daerah/ Kabupaten Blora serta melaksanakan perkawinan 
sesuai kaidah atau ketentuan dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, namun berbeda halnya dengan fenomena tersebut, masyarakat 
adat Samin di Pati, Kudus, dan Blora lainnya justru menentang dan 
menuntut agar agama Adam yang mereka anut dapat disusulkan menjadi 
agama ketujuh bersanding dengan keenam agama lain yang diakui di 
Indonesia, yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan 
Kong Hu Chu (Confusius). 
 
 
B. SARAN 
Dengan berakhirnya uraian hasil penelitian yang kami laksanakan ini tentu 
kami memiliki saran-saran yang ingin kami sampaikan baik kepada pembaca 
maupun Pemerintah,dalam upaya kami untukmenegakkan dan menjamin 
kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk masyarakat 
adat, khususnya masyarakat adat Samin di Blora, Pati, dan Kudus, agar taat 
dan tunduk terhadap setiap peraturan perundang-undangan di Negara 
Republik Indonesia yang dibuat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar senantiasa dapat tercipta 
kerukunan, kesejahteraan, dan ketertiban dalam berbangsa dan bernegara. 
Adapun saran-saran yang ingin kami sampaikan adalah sebagai berikut. 
a. Melakukan sosialisasi secara massive kepada seluruh masyarakat adat 
penghayat kepercayaan, khususnya dalam hal ini kepada masyarakat 
Samin di seluruh Jawa Tengah, agar tidak ada lagi pemahaman yang keliru 
dalam melaksanakan penegakan hukum di Indonesia, khususnya terhadap 
hukum perkawinan; 
b. Pemerintah baik dalam waktu dekat maupun dalam kurun waktu yang 
belum dapat ditentukan, mampu membuat suatu regulasi terkait 
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pernikahan bagi kelompok masyarakat adat agar dapat dilangsungkan dan 
dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan yang dianut walaupun aliran 
kepercayaan tersebut tidak tercatat atau tidak diakui dalam putusan 
Mahkamah Konstitusi maupun dalam ketentuan lain, bahwa pernikahan 
tersebut agar tetap dapat dicatatkan demi kepentingan dan 
keberlangsungan hidup si anak maupun keturunan-keturunan di bawahnya 
pada masa yang akan datang. 
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